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ABSTRAK

M. ARDIS. Konsep Model Kerjasama dan Alternatif Pola Pendanaan Pembinaan
Ruas Jalan Pekanbaru-Dumai. Dibawah bimbingan MANUWOTO dan ERNAN
RUSTIADL

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan yang
sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong, dan menunjang segenap
aspek kehidupan, terutama dalam rangka pembangunan pada otonomi daerah
sekarang ini. Ruas jalan Pekanbaru-Dumai dengan panjang jalan 199,0 km
merupakan ruas jalan nasional dan jalur ekonomi yang terletak di empat wilayah
kabupaten/kota (Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis, dan
Dumai). Kondisi saat ini hanya sekitar 24,12 % dalam kondisi baik sehingga waktu
tempuh 5,0-5 jam yang seharusnya dapat ditempuh dalam waktu 3,0-3,5 jam dalam
kondisi baik Ruas jalan ini perlu segera dilakukan peningkatan agar tidak
menimbulkan dampak negatif kepada masyarakat di sepanjang jalan tersebut, yakni
meningkatnya biaya transportasi.

Dalam rangka mengatasi pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai
yang pendanaannya cukup kecil dan pemerintah pusat, perlu adanya keterlibatan
pemerintah daerah setempat dan pihak swasta. Hal ini didasarkan atas azas kebutuhan
dan manfaat akan jalan. Keterlibatan tersebut adalah berupa kerjasama pemerintahan
daerah dan pihak swasta (industri) dengan Pemerintah Provinsi Riau sebagai
koordinator.

Pola pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai yang lebih baik dan
melibatkan semua pihak (pemerintah dan pihak swasta) adalah pola pendanaan
dengan pola kerjasama antara pemerintahan dan pihak swasta (industri) yang
berdasarkan atas pendapatan masing-masing daerah, dengan komposisi pendanaan
adalah 13,28 % pemerintah pusat, 34,79 % pemerintah provinsi, dan 51,93 %
pemerintah kabupaten kota bersama dengan pihak swasta (industri). Dana pembinaan
ini dilaksanakan selama 5 tahun dengan bobot setiap tahunnya sebesar 20,0 %,
dengan komposisi pendanaannya Kota Pekanbaru sebesar Rp 1,77 milyar (0,45 %
APBD atau 0,04 % PDRB Kota Pekanbaru), Kabupaten Siak Rp 3,81 milyar (0,47 %
APBD atau 0,04 % PDRB Kabupaten Siak), dan Kabupaten Bengkalis 7,28 milyar
(0,50 % APBD atau 0,04 % PDRB Kabupaten Bengkalis), serta Kota Dumai sebesar
Rp 0,77 milyar (0,30 % APBD alan 0,02 % PDRB Kota Dumai).
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I. PENDAHULUAN

1.1  Latar Belakang

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, Provinsi Rian
memtiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berada di jalur Selat
Malaka sampai ke laut Cina Selatan serta berbatasan langsung dengan beberapa
negara yaitu Malaysia dan Singapura. Luas wilayah Provinsi Riau setelah
dikeluarkannya Provinsi Kepulauan Risu adalah 86.461,91 km? dengan jumlah
penduduk 5.557.880 jiwa (BPS Riau, 2004).

Sektor transportasi merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan
yang sangat penting dan strategis dalam mendukung, mendorong dan menunjang
segenap aspek kehidupan. Dalam GBHN juga ditegaskan bahwa prasarana
transportasi merupakan urat nadi kehidupan bidang ekonomi, sosial, politik dan
pertahanan keamanan. Pengembangan transportasi yang handal sangat peunting
dilakukan, sehingga terwujud Sistem Tansportasi Nasional yang berkemampuan
tinggi. Pengembangan transportasi secara terpadu, tertib, aman, nyaman dan
efisien bertujuan untuk menunjang dan menggerakkan dinamika pembangunan,
mendukung mobilitas manusia, barang dan jasa, mendukung pola pergerakan
distribusi, serta mendukung pengembangan wilayah di semua propinsi, khusus
untuk Propinsi Riau, sektor transportasi telah mendapat prioritas yang tinggi.

Di lain pihak, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami
perubahan yang sangat besar dan cepat d¢i berbagai bidang. Pembangunan yang
semula bersifat sentralistik, beralih ke arah perluasan otonomi daerah. Sebagai

implikasi maupun antisipasi dari perubahan yang sangat cepat tersebut,



khususnya yang menyangkut perluasan otonomi daerah, diperlukan persiapan-
persiapan pada berbagai bidang yang cukup mendasar seperti aspek legal formal,
sumber daya manusia dan kelembagaan dan lain sebagainya.

Pembangunan jalan di Provinsi Riau terutama diprioritaskan pada daerah
yvang terkait langsung dengan kegtatan ekonomi masyarakat, yaitu dengan
mempertahankan konstruksi jalan agar dapat melayani arus lalulintas barang dan
orang dengan lancar dan biaya yang rendah. Hal ini disebabkan jumlah jalannya
cukup panjang, sedangkan kondisi jalan baik cukup rendah sekali dibandingkan
dengan panjang jalan, dan biaya pada sektor transportasi untuk penanganan jalan
cukup kecil. Dalam rangka otonomi daerah diharapkan pembangunan jalan di
Riau dapat membuka dacrah terisolir dengan kondisi jalan baik dan dapat
meningkatkan kapasitas jalan akibat pertumbuhan kendaraan bermotor agar
pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat.

Akhir tahun 2002 kondisi jalan baik di Provinsi Riau baru mencapai
11,60 % dan total panjang jalan 23.583,12 km. Hal ini menunjukkan bahwa
masth banyaknya kondisi jalan di Riau dalam kondisi tidak baik (rusak), yang
akan mengakibatkan lambannya perkembangan ekonomi daerah. Kondisi ini
sangat terasa sekali pada ruas jalan Pekanbaru-Dumai dengan kondisi baik hanya
24,12 % dan panjang jalan 199,00 km, yang merupakan jalur lintas timur yang
menghubungkan Provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Riau, yang banyak
membawa hasil alam. Ruas jalan Pekanbaru-Dumai juga menghubungkan 4
kabupaten/kota di Riau (Pekanbaru, Siak, Bengkalis, dan Dumai) yang

merupakan daerah industri pengolah hasil alam,



3
Melalm pengembangan jaringan jalan suatu daerah, oleh pemerintah

daerah Provinsi Riau sebagai upaya memudahkan usaha pengembangan
masyarakat, perwyjudan pemerintahan yang baik, integrasi ekonomi antar
wilayah dan keterkaitan ekonomi daerah, pelayanan regional dan lokal,
dengan demikian pembangunan Provinsi Riau dapat meningkatkan kapasitas
pemerintahan di beberapa daerah kabupaten dan mengembangkan kemampuan
masyarakat unfuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia
berupa sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada. Hal ini dapat
mempercepat tercapainya visi pembanguanan Provinsi Riau ke depan, yaitu
terwujudnya Riau sebagai pusat perkembangan perckonomian dan kebudayaan
Melayu di kawasan Asia Tenggara tahun 2020.

Sejak diberlakukannya undang-undang otonomi daerah Provinsi Riau
telah mengalami  pemekaran wilayah menjadi 16 kabupaten dan kota.
Dari jumlah tersebut terdapat tujuh kabupaten dan satu kota baru hasil
pemekaran. Pemekaran ini disebabkan oleh luas dan letak wilayah yang saling
berjauhan satu sama lainnya Melalui pernekaran ini diharapkan daerah yang
selama im belum terjangkau oleh pembangunan dapat terjangkau untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Sejak diberlakukannya undang-
undang otonomi daerah dan pemekaran daerah kabupatenfkotﬁ, di Provinsi Riau
telah terjadi peningkatan yang cukup besar, yaitu pada tahun 2001 dana
perimbangan yang dialokasikan ke Riau sebesar Rp. 6,2 triliun yang terdiri dari
Rp 3,9 trliun dana bagi hasil (DBH) dan Rp 2,3 triliun dana alokasi umum
(DAU), sedangkan APBD Provinsi Riau tahun 2001 tercatat sebesar Rp 1,3

triliun meningkat lebih dari seratus persen



dibandingkan dengan tahun sebelummnya (sebelum otonomi dacrah) yang tercatat

hanya sebesar Rp. 0,6 triliun. Ketersediaan prasarana transportasi (ketersediaan

jalan) pada era otonomi daerah di Provinsi Riau sangat penting oleh karena
pemekaran wilayah, memerlukan usaha untuk meningkatkan ekonomi antar

daerah sehingga merupakan satu kekuvatan untuk mendorong pembangunan di

Provinst Riau (BNI Pekanbaru, 2001).

Sehubungan dengan upaya mendukung percepatan pembangunan daerah,
sesuai dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
khususnya dalam aspek pembinaan prasarana jalan, di Provinsi Riau telah
dilakukan peningkatan jangkauan dan kemampuan pelayanan jaringan jalan
untuk melayam arus lalulintas penumpang, barang dan jasa. Dalam rangka
mencapai pertumbuhan  ekonomi sebesar 7 % per-tahun, Provinsi Riau telah
menetapkan kebijakan—kebijakan pembinaan jalan, antara lain (BN1 Pekanbaru,
2001) :

a. Mempertahankan fungsi pelayanan jaringan jalan yang ada, terutama dalam
meningkatkan kelancaran proses produksi dan distribusi pangan dan
komoditas ekspor melalui pemeliharaan dan peningkatan struktur jalan.

b. Membuka aksesibilitas daerah-daerah yang dinilai sangat protensial dan
strategis.

¢. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang efisien, terintegritas dan terpadu
dengan sistem transportasi nasional.

d. Meningkatkan kelembagaan yang kuat di dalam manajemen pembinaan

Jalan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.



Bentuk perhatian terhadap pemeliharaan dan peningkatan jalan, dapat
dilihat pentingnya pengembangan transportasi dalam pembangunan daerah.
Kajian ini memberi perhatian terhadap hal tersebut, karena keberadaan jalan
merupakan salah satu faktor dalam pertumbuhan perekonomian masyarakat.

12  Perumusan Masalah

Dalam rangka percepatan pembangunan dan pertumbuyhan ekonomi
daerah, pemerintah Provinsi Riau mengimplementasikan kebijakannya di bidang
prasarana jalan dengan mengalokasikan dana investasi yang nilainya cenderung
meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari pertumbuhan nvestasi
pendanaan dalam pembangunan prasarana jalan dari tahun 1998 sampai dengan
tahun 2003, yaite peningkatan rata-rata sebesar 59,7 %  per-tahun umtuk
pendanaan dari APBD dan sebesar 57,3 % per-tahun pendanaan dari APBN.
Rincian alokasi dana tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 1 Nilai Investasi Bidang Prasarana Jalan Provinsi Riau Tahun 1998- 2003

(dalam jutaan rupiah)
Tah Investasi Dana ( x Rp 1.000.000) |

urt T T |

Anggaran dan Pemeliharaan | Pemingkatan Pesencanaan / -

Sumber Dana Jalan dan Jalan dan Pengawasan Total

Jembatan Jemnbatan

APBN 1998 13.660,68 15.850,40 1.154,42 30.665,50
1999 5.747.21 12.541,64 396,62 18.685,47
2000 13.227.29 21.663,15 - 34.890,44
2001 66.819,43 49.66295 5.680,00 122162 38 :
2002 31.319.43 3236751 ' 2.728,12 66.415.06 |
2003 19.325,01 10657936 |  5.307,03 131.211,40

APBD 1998 11.606,00 2092427 1.347 00 33.877,27
1999 1921065 | 36.157,80 | 2.299.00 5766745
2000 19.272,16 | 43.151,96 | 1.194,89 63.619,01
2001 4493400 . 10339851 | 2.540,00 150.872,51
2002 101.39587 | 14247750 | 3.820,00 247.693,37
2003 125.811,00 | 158.590,00 | 4.400,00 288.801,00

Sumber : Dinas Kimpraswil Provinsi Riau, 2003



Sistem jaringan jalan memiliki peranan penting dalam kontribusi kerja
pembangunan daerah baik dari sudut pandang ekonomi, sostal dan budaya
masyarakat. Sampai akhir tahun 2000 pembangunan jaringan jalan di Provinsi
Riau mencapai panjang 23.585,12 km, yang meliputi jalan nasional, jalan
provinsi dan jalan kabupaten/kota. Kondisi jalan di Provinsi Risu baik jalan
nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten mengalami perbaikan meskipun
belum sepertt yang diharapkan (Tabel 2). Hal ini disebabkan oleh belum
seimbangnya pendanaan untuk perbaikap prasarana jalan, dan tingginya trafic
yang lewat, serta tingginya tonase kendaraan yang lewat.

Tabel. 2 Perkembangan Kondisi Jalan di Provinsi Riau (dalam km)

Tahun Anggaran 1999/2001 Tahun Anggaran 2002
No. Status Jalan . Rusak - Risak
Baik Rusak B Baik Rusak Berat
1. | Nasicnal 57840 | 20468 5550 546,68 241,40 30,50
. | Propinsi 80604 | 61835 285,15 854,01 700,73 154,80
3. | Kabupaten/Kota 1.188,80 | 4.576,60 | 1527160 | 133590 | 499640 | 14.702.70
Sub Total 257324 | 539963 | 1561225 | 2.736,59 | 5.940,53 | 14.908.00
Total 23.585,12 23.585,12
Persentase (%) 1091 | 2289 [ 6620 160 | 2519 | 6321

Sumber : Bappeda Risu, 2003
Secara keseluruhan jalan nasional di Provinsi Riau telah beraspal,

sedangkan jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota masih ada yang berjenis
permukaan  kerikil dan tanah. Tabel 3 menunjukkan bahwa dari total
23.585,12 km panjang jalan di Provinsi Riau, sekitar 5.992,19 km diantaranya
(25,42 %) telah beraspal, sedangkan jalan krikil dan tanah masing-masing
7,90 % dan 66,69 %. Seiring dengan dilaksanakannya otonomi daerah, jalan
yang belum beraspal tersebut dapat ditingkatkan kondisinya melalui pengaspalan
schingga dapat berfungsi optimal. Selain itu, juga perlu dilakukan pembukaan
Jalan baru umtuk menghubungkan daerah-daerah yang masih relatif terisolir,




Secara lebih lengkap, kondist jalan di Povinsi Riau menurut status jalan dapat

dilihat pada Tabel 3.

Tabel. 3 Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Riau Tahun 2002

. Jenis Permukaan Jalan
No. Status Jalan Panjang (km) Aspal (km) | Kerikil (km) | Tanah (k)
1 Nasional 838,58 838,58 - -
2. Propinsi 1.709,54 931,41 88,82 689,31
3. | Kabupaten/Kota 21.037,00 422220 | 177520 15.039,60
Total 23.585,12 5.992,19 | 1.864,02 15.728,91

Sumber : Bappeda Riau, 2003

Permasalahan aktuat lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Riau
di Sub Sektor Prasarana jalan adalah menurunnya kemampuan pelayanan jalan
akibat beban kendaraan yang melebihi muatan sumbu terberat (MST) yang di
izinkan. Hal ini merupakan suatu ancaman bagi pemerintah dan masyarakat
pengguna jalan, terutama apabila dihadapkan pada kenyataan bahwa dana yang
dialokasikan untuk penanganan jalan oleh pemerintah pusat semakin terbatas.
Perlu diketahui bahwa jalan-jalan yang kondisinya rusak cukup parah tersebut
umumnya berstatus jalan nasional, yang penanganannya masih didanai oleh
pemerintah pusat. Secara lebih lengkap, muatan sumbu terberat kendaraan
angkutan barang yang membawa muatan lebih dan beroperasi pada ruas-ruas
Jalan strategis di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel. 4 Muatan Sumbu Terberat Angkutan Barang di Provinsi Riau

No Jenis Sumbu r‘— Sumbu T t Rata — rata
' . Roda Depan Roda Belakang
1. Sumbu tunggal 8 ton 18 ton
2 Sumbu ganda 8 ton 35 ton

Sumb;ar : Dinas Kimpraswil Provingi Riaw, 2003
MST yang diizinkan untuk jalan adalah 8 ton, dan apabila MST tersebut

naik menjadi dua kali lipat akan mengakibatkan kerusakan jalan menjadi 16
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kalinya. Oleh karena itu dapat dibayangkan berapa daya rusak yang terjadi

apabila kendaraan memiliki MST yang tinggi. Umumnya kerusakan jalan di
Riau diakibatkan oleh overloading beban kendaraan yang lewat, kendaraan
overloading yang melewati ruas jalan nasional sebanyak 9.070 kendaraan (Bina
Marga, 2003).

Berbaga upaya telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Riau guna
mengatasi masalah overloading ini, seperti mengeluarkan berbagai peraturan
(SK Gubernur No. 8 Tahun 1999), pemasangan portal, hingga membuat naskah
kesepahaman/kesepakatan dan kerjasama dengan pihak perusahaan yang
mengoperasikan kendaraan bermuatan lebih. Namun dalam kenyataannya, usaha-
usaha tersebut belum berhasil dengan baik.

Karena Ruas jalan Pekanbaru—Dumai adalah jalan lintas Timur Sumatera
dengan siatus jalan nasional yang sebagian merupakan jalur transportasi menuju
pelabuhan Dumai. Di sepanjang ruas jalan ini banyak terdapat Hak Penguasaan
Hutan (HPH) dan perkebunan kelapa sawit serta pompa-pompa kilang minyak
PT.Caltex Pasifik Indonesia (CPI). Angkutan berat yang membawa hasil hutan
baik itu angkutan hasil hutan olahan maupun bukan olahan (kayu log) serta
angkutan berat lainnya (seperti angkutan minyak kelapa sawit) secara rutin
menggunakan ruas jalan tersebut menuju pabrik-pabrik pengolahan kayu dan
menuju pelabuhan Dumai (kelapa sawit). Pabrik—pabrik yang dimaksud adalah
PT. RAPP (Riau Andalan Pulp & Paper ), PT. Indah Kiat Pulp & Paper dan

pabrik-pabrik plywood vang ada di daerah ini.



Pabrik-pabrik plywood yang ada di kabupaten Siak, dan kilang minyak
PT CPI yang berlokasi di Duri Kabupaten Bengkalis mempergunakan ruas jalan
Pekanbaru-Dumai untuk mengangkut hasil produksinya untuk diekspor ke luar
negeri meifalui pelabuhan Dumai. Nilai ekspor melalui pelabuhan Dumai pada
tahun 2002 dan tahun 2003 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan Ekspor Melalui Kota Dumai Tahun 2002-2003

. . Niiai Ekspor per tahun ( x Rp 10° )
Badan /Instansi Jenis Ekspor 2002 2003
Pertamina Migas 1,85 2,77
PT Caltex Migas 16,37 12.30
Umum Non Migas 7.13 6,53
Total 2535 21,60

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Dumai, 2004

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai ekspor yang melalui pelabuhan
Kota Dumai pada tahun 2003 yaitu sebesar Rp. 21,60 triliyun, sedangkan pada
tahun 2002 mencapai 25,35 triliyun. Kondisi ini menunjukkan bahwa nilai ekspor
produk migas dan non-migas di kota Dumai menurun sebesar 17,36 %,
penurunan nilai ekspor non-migas ini disebabkan antara lain oich ruas jalan
Pekanbaru-Dumai dalam kondisi rusak berat. Jenis ekspor melalui pelabuhan
kota Dumai yaitu ekspor migas berupa BBM oleh PT Caitex dan Pertamina serta
ekspor non-migas berupa kayu dan sawit oleh masyarakat umum.

Dampak kerusakan ruas jalan Pekanbaru-Dumai secara tidak langsung
telah membebani masyarakat pengguna jalan, yaitu meningkatnya biaya
perjalanan, yang mencakup biaya operasi kendaraan (BOK) dan/atau biaya
manfaat/waktu. Panjang ruas Pekanbaru-Dumai mencapai 199 km yang
seyogyanya dapat ditempuh dalam wakiu sekitar 3,5 jam dalam kondisi baik,

akibat kondisi jalan tersebut rusak berat waktu tempuhnya meningkat menjadi
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5,0-5,5 jam. Dampak negatif lain adalah terjadinya keterlambatan waktu

pengiriman barang menuju pelabuhan Dumai, sehingga kontinyuitas
penyampaian barang kepada penerima lebih lama. Kondisi permasalahan dan
penycbab serta rencana penanganan pada ruas jalan Pekanbaru-Dumat sampai
awal tahun 2003 dapat dilihat pada Tabel. 6.

Tabel. 6 Kondisi ruas jalan Pekanbaru-Dumai dan Program Penanganan

pada Awal Tahun 2003
KM-KM Kondisi Permukaan Penyebab PProgram
enanganan
00 -22 | « Retak-retak, permukaan aus | Umur rencana jalan Peningkatan
terlampaui.

22 -34 | &« Retak-retak URJ terlampaui, beban > Peningkatan

e Bergelombang / alur tersebar] MST yang diizinkan.
3454 | * Baik Masih dalam URJ Pemeliharaan rutin
54 -65 | * Retak-retak, bahu tergerus | Beban ~ melebihi vang Peningkatan

e Bergelombang / alur diizinkan (overioad)
65-120 | * Retak-retak, bahu tergerus | Beban melebihi ya.nj Peningkatan

+ Bergelombang / alur diizinkan {overioad)
120-125| ¢ Baik Masih datam URJ Pemeliharaan rutin
125-176| « Retak-retak, berlubang/alur | Overioad Peningkatan
176-19%| o  Cukup baik Masih dalam URJ Pemeliharaan

Sumber : Dinas Kimpraswil Provinsi Riau, 2003
Keterangan : URJ : Umur rencana jalan ; Overload: Kelebihan muatan ; dan
MST : Muatan sumbu terberat

Untuk peningkatan mutu pelayanan ruas jalan Pekanbaru-Dumai, masatah
pendanaan pembinaannya terutama di era otonomi daerah, maka diperlukan
keterlibatan pemerintah daerah setempat untuk membantu pendanaan oleh
pemerintah pusat yang relatif kecil.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka pertanyaan-pertanyaan
yang perlu dibahas dalam kajian ini antara lain ;

a. Bagaimana dampak ekonomi akibat kerusakan ruas jalan Pekanbaru-Dumai

terhadap masyarakat dan tingkat pelayanan ruas jalan ini 7.



11

b. Seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk melakukan pembinaan jalan di
ruas jalan Pekanbaru-Dumai ?.

¢. Bagaimana bentuk remcana penanganan masalah perbaikan ruas jalan
Pekanbaru-Dumai yang melibatkan pemerintah-pemerintah daerah yang

dilintasi oleh ruas jalan ini ?.

13  Tuojuan Kajian
Adapun tujuan kajian ini adalah sebagai berikut

a. Memperkirakan biaya yang ditanggung pengguna jalan akibat adanya
kerusakan jalan Pekanbaru-Dumai.

b. Memperkirakan besarnya biaya pembangunan/peningkatan akibat kerusakan
ruas jalan Pekanbaru-Dumai.

¢. Pengembangan model kerjasama dan alternatif pola pendanaan, khususnya
bagi daerah-daerah sepanjang ruas jalan Pekanbaru—Dumai dalam mengatasi

keterbatasan dana.

1.4  Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :
a. Memberikan masukan informasi bagi para pengambil keputusan yang terkait
dalam pembangunan ruas jalan Pekanbaru-Dumai.
b. Memberikan usulan mode! kerjasama dan alternatif pola pendanaan kepada
Pemerintah Kabupaten/Kota dan instansi swasta yang terkait dalam

pemanfatan ruas jalan Pekanbaru-Dumai.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pembangunan dan Peran Pemerintah

Peranan sektor transportasi khususnya jalan dalam pembangunan dacrah
antara lain adalah untuk memperiancar tersedianya barang, stabilitas dan
penyamaan harga, penurunan harga, meningkatkan nilai tanah, terjadinya
spesialisasi antar wilayah, berkembangnya usaha skala besar, dan terjadinya
urbanisasi dan konsentrasi penduduk dalam kehidupan, serta pemerataan

pembangunan (Rustian, 2003).

Menurut Morlok (1984), peranan transportasi terhadap pembangunan
daerah dapat dibedakan atas :
a. Peranan ekonomi dari transportasi
1. Memperbesar jangkauan terhadap sumber yang dibutuhkan oleh suatu
daerah, dan memungkinkan digunakannya sumber yang lebih murah atau
iebih tinggi mutunya, serta barang yang tidak bisa didapat di dacrah
setempat dapat menjadi tersedia.
2. Pemakaian sumber yang lebih efisien mengakibatkan penambahan jumlah
barang yang dapat dikonsumsi.
3. Penyaluran barang tidak lagi terbatas pada dacrah setempat saja, maka
barang-barang dapat disalurkan dari sumber-sumber alternatif lainnya
apabila sumber yang biasa dipakai tidak dapat memenuhi semua

kebutuhan.
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b. Peranan sosial dari transportasi

Dengan murahnya biaya transportasi, penyebaran ataupun pemusatan
lokasi pemukiman atau kegiatan ekonom: dapat lebih mudah dilaksanakan, dan
dengan bertambah mudahnya sarana transportasi, pemukiman menjadi bertambah
luas dan tidak terlalu berganting pada sumber-sumber lokal untuk
pendukungnya.

¢. Peranan politik dari transportasi

Transportasi bersama-sama dengan komunikasi dapat memudahkan
pemerintahan suatu wilayah yang luas oleh satu pusat kekuasaan tertentu, dan
dapat menyeragamkan penggunaan hukum dan keadilan, serta dengan
beragamnya teknolgi transportasi, maka masyarakat dapat memilih sistem
transportasi yang paling sesuai bagi mereka karena dapat memberikan pengaruh

yang penting terhadap struktur ekonomi dan sosial.

d. Peranan lingkungan dari transportasi

Pengaruh transportasi terhadap lingkungan merupakan hal yang negatif
yaitu timbulnya kebisingan dan polusi udara akibat emisi kendaraan. Walaupun
demikian, transportasi telah memungkinkan orang untuk bepergian untuk

menikmati lingkungan alamiah.

Pembangunan menurut Todaro (2000) merupakan suatu kenyataan fisik
sckaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui

serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional, demi mencapai
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kehidupan yang lebih baik. Pembangunan harus memiliki tujuan sebagai

berikut :

a. Peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang
kebutuhan hidup yang pokok, seperti sandang, pangan, papan, kesehatan, dan
pertindungan keamanan.

b. Peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan,
tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan
kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai cultural dan
kemanusiaan,

¢. Perluasan pilihan-piiihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu.

Keadaan sosial ekonomi yang berbeda dari setiap daerah akan membawa
implikasi bahwa cakupan campur tangan pemerintzh untuk tiap dacrah berbeda.
Perbedaan tingkat pembangunan antar daerah, mengakibatkan perbedaan tingkat
kescjahteraan antar daerah, dan kalau hal ini dibiarkan akan menimbuikan
dampak yang kurang menguntungkan bagi suatu negara. Masalah pokok dalam
pembangunan daerah adalah terletak pada penckanan kebijakan-kebijakan
pembangunan yang didasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan dengan
menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dar sumberdaya fisik
secara lokal. Hal ini mengarahkan kepada pengambilan-pengambilan inisiatif-
inisiatif yang berasal dan daerah tersebut dalam proses pembangunan
untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan
kegiatan ckonomi. Sumberdaya perencanaan untuk pembangunan daerah
(Lincolin, 1999) adalah :
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a. Lingkungan Fisik
Lingkungan fisik (infrastruktur fisik) sangat penting bagi dunia usaha dan
industri. Sektor swasta memiliki keinginan baik yang bersifat khusus maupun
umum dan persyaratan-persyaratan tertentu untuk lingkungan fisik, seperti
halnya jasa angkutan atau jasa pembuangan limbah.

b. Lingkungan Regulasi
Untuk menarik dan mengembangkan dunia wusaha, dalam rangka
meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, pemerintah daerah periu

menyederhanakan sistem regulasi.

Menurut Lincolin (1999), bahwa peran pemerintah dalam pembangunan
daerah adalah sebagai entrepreneur (bertanggungjawab untuk menjalankan suatu
usaha bisnis seperti BUMD), koordinator (menetapkan kebijakan atau
mengusulkan strategi-strategi bagi pembangunan di daerahnya), fasilitator
(mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan), dan sebagai
stimulator (menciptakan dan mengembangkan usaha melalui tindakan-tindakan
kbusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk ke daerah dan
mempertahankannya untuk tetap berada di daerahnya).

Menurut Lincolin (1999), paradigma baru dari pembangunan ekonomi
daerah adalah perusahaan harus dapat mengembangkan pekerjaan sesuai dengan
kondisi penduduk setempat, berdasarkan kemampuan lingkungan, pengetahuan
dan sumberdaya manusianya, serta peningkatan lembaga ekonomi. Hal ini

sebagaimana pada Tabel 7 berikut :
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Tabel 7 Paradigma Baru Pembangunan Ekonomi Dacrah

Komponen Konsep Lama Konsep Baru _

1. Kesempatan Kerja Semakin banyak perusahasn, | Perusahaan harus mengembangkan
semakin banyak peluang kerja. | pekerjaan yang sesuai dengan
kondisi penduduk daerah.

2. Basis Pembangunan  |Pengembangan sekfor ekonomi | Pengembangan lembaga-lembaga

ekonomi baru.
3. Aset-aset lokasi Keungguan komparatif didasar | Keunggulan kompetitif didasarkan
kan pada asset fisik. pada kualitas lingkungan.
4. Sumberdaya penge- | Ketersediaan angkatan kerja Pengetahuan sebagai pembangkit
tahuan ekonomi.

Sumber : Lincolin, 1999
22  Prasarana Jalan dan Pembangunan Daerah

Prasarana jalan merupakan urat nadi kelancaran arus lalulintas di darat.
Lancarnya arus lalulintas akan sangat menunjang perkembangan perekonomian
suatu daerah. Perancangan jalan meliputi perancangan geometrik dan
perancangan struktur perkerasan jalan. Perancangan geomotrik (perancangan
ruang jalan) diharapkan mampu mengakomodasi kebutubhan karakteriktik
kendaraan dan pengemudi. Untuk ite perlu diperhatikan karakteristik kendaraan,
pengemudi, sistem jaringan jalan, fungsi jalan, kecepatan kendaraan, kondisi
topografi, dan faktor lingkungan, sedangkan perancangan struktur perkerasan
Jalan untuk menghasitkan suatu struktur perkerasan jalan yang dapat melayani
arus lalulintas yang lewat diatasnya dengan aman, nyaman, dan ekonomis
(Robert, 2003).

Secara umum jalan dapat dibedakan dalam dua macam yaitu jalan umum
(jalan yang diperuntukkan bagi lalulintas wimum), dan jalan khusus (jalan selain
jalan umum, seperti jalan perkebunan, jalan pertambangan, jalan inspeksi

pengairan, jalan wnspeksi saluran minyak dan gas, jalan untuk keperluan
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pertanahan dan keamanan). Jalan mempunyai suatu jaringan yang mengikat dan
menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berbeda dalam
pengaruh pelayanannya dalam suatu hubungan hirarki.  Menurut peranan
pelayanan jasa distribusi, sistem jaringan jalan terdiri dari (Robert, 2003) :
a. Sistem jaringan jalan primer, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan jasa distribusi untuk pengembangan wilayah,
b. Sistem jaringan jalan sekunder, yaitu sistem jaringan jalan dengan peranan
pelayanan jasa distribusi untuk masyarakat dalam kota.
Sasaran program pembangunan prasarana jalan adalah (Robert, 2003) :
a. Untuk mempertahankan dan meningkatkan jasa pelayanan prasarana yang
meliputi :
1. Terpenuhinya kebutuhan minimum pelayanan jasa transportasi dan upaya
pemulihan ekonomi.
2. Terpeliharanya kondisi fisik prasarapa transportasi agar dapat
memberikan pelayanan sampai dengan batas umur teknis yang
direncanakan.

Kebijakan untuk melaksanakannya melalui kegiatan antara lain rehabilitasi
dan pemeliharaan prasarana transportasi, peningkatan efisiensi melahui sistem
manajemen transportasi agar dapat mengoptimalkan pemanfaatan prasarana
transportasi yang ada, dan peningkatan kapasitas pelayanan transportasi pada
Jalur-jalur pelayanan yang telah melebihi kapasitasnya atau yang telah

mengalami kemacetan.
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b. Restrukturisasi dan reformasi transportasi yang meliputi :

1. Terciptanya berbagai alternatif jasa pelayanan prasarana transportasi
sesual dengan kemarnpuan masyarakat.

2. Terciptanya operasi sistem transportasi vang lebih kompetitif melalui
restrukturisasi peraturan dan kelembagaan agar jasa pelayanan prasarana
transportasi dapat dilaksanakan secara efisien dan lebih responsif terhadap
kebutuhan konsumen.

3. Terbukanya partisipasi aktif pemerintah dan BUMN/swasta dalam

penyelengparaan pelayanan jasa transportasi.

Kebijakan untuk melaksanakannya melalui kegiatan antara lain reformasi dan
restrukturisasi sektor transportasi baik bidang kelembagaan maupun regulasi
transportasi, diantaranya penyempurnaan sistem perundang-undangan
transportasi dan peraturan pelaksanaannya sesuai dengan tantangan dan
petkembangan vang ada (otonomi daerah dan globalisasi).

¢. Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap jasa pelayanan
prasarana transportasi meliputi ;
1. Terselenggaranya pelayanan jasa prasarana transpoitasi untuk wilayah
yang terpencil.
2. Terpadunya sistem jaringan transportasi nasional secara intermnoda dengan
sistem jaringan transportasi wilayah, terutama untuk mendukung

pengembangan wilayah.
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Kebijakan untuk melaksanakannya melalui kegiatan antara lain
mengembangkan jasa pelayanan prasarana transportasi perintis baik melalui
pembangunan ataupun peningkatan prasarana di wilayah-wilayah terpencil
maupun wilayah perbatasan, meningkatkan peranserta dan kerjasama baik
dengan pemerintah daecrah, masyarakat, dan dunia usaha dalam
penyelenggaraan sistem transportasi, dan meningkatkan perencanaan dan
pengembangan sistem jaringan transportasi nasional intermoda yang terpadu

dengan sistem jaringan transportasi wilayah untuk pengembangan wilayah.

Melalui pengembangan jaringan jalan suatu daerah, oleh pemerintah
daersh Propinsi Riau sebagai upaya memudahkan usaha pengembangan
masyarakat, perwujudan pemerintahan yang baik, integrasi ekonomi antar
wilayah dan keterkaitan ekonomi daerah, pelayanan regional dan lokal, dengan
demikian  pembangunan Provinsi Riau dapat meningkatkan kapasitas
pemerintahan di beberapa daerah kabupaten dan mengembangkan kemampuan
nasyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia
berupa sumberdaya alam dan sumberdaya buatan yang ada. Hal ini dapat
mempercepat tercapainya visi pembanguanan Provinsi Riau ke depan, yaitu
terwujudnya Riau sebagai pusat perkembangan perekonomian dan kebudayaan

Melayu di kawasan Agia Tenggara tahun 2020 (BPPI Riau, 2003).

2.3 Pembinazn Jalan Pada Era Otonomi Daerah

Diterapkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah yang memfokuskan pada desentralisasi politik dan
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administrasi, dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Amtara Pusat dan Pemerintahan Daerah yang pada intinya mengatur
finacial sharing, telah memberi kesempatan bagi pemerintah provinsi dan
daerah/kota di Riau untuk lebih dapat memacu pembangunan di daerahnya. Hal
ini didukung pula oleh kepemilikan sumberdaya alam yang cukup besar seperti
minyak dan gas bumi, timah, bauksit, emas, sawit, bahan semen, batu bara dan
pasir, serta memilki posisi geografis yang sangat strategis. Sektor transportasi
memiliki peranan yang cukup besar dalam rangka memajukan daerah dan
perekonomian daerah. Prasarana jalan harus dapat memenuhi kebutuhan
masyarakat agar kegiatan masyarakat dapat berialan dengan lancar (Bank

Indonesia Pekanbaru, 2001).

23.1 Peran Kabupaten dan Kota Pada Era Otonomi Daerah

Otonomi dacrah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat  setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat, sedangkan tujuan otonomi daerah adalah
memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas,
meningkatkan peranserta masyarakat dan mengembangkan peran dan fungsi
DPRD. Untuk pemshaman sistem pemerintahan perlu dipahami perbedaan
pengertian  antara desentralisasi dan dekosentrasi. Desentralisasi sebagai
pengembangan otonomi daerah, sedangkan dekonsentrasi sebagai penyerahan
wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom yaitu
pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubernur sebagai wakil

pemerintah pusat dan atau perangkat pusat di dacrah (Robert, 2003).
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Menurut Widjaja (2001), konscp pelaksanaan otonomi daerah adalah
upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan
dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian
tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara nyata dengan penerapan ofonomi
daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan serta memelihara
kesinambungan fiskal secara nasional.

Percepatan pelaksanaan otonomi daerah sebagai implementasi UU No. 32
tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah. Banyak harapan
yang dimungkinkan dari penerapan otonomi daerah, seiring dengan itu tidak
sedikit pula masalah, tantangan, dan kendala yang dihadapi oleh dacrah. Melalui
otonomt daerah diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh
kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur dacrah.
Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka
peluang memajukan daerah dengan melakukan identifikasi potensi sumber-
sumber pendapatan dan mampu menetapkan belanja daerah secara wajar, efisien,
efektif termasuk  kemampuan  perangkat daerah meningkatkan kinerja
dan mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada
publik/masyarakat. Penerapan otonomi daerah yang digulirkan tanggal 1 Januari
2001, serta reorganisasi institusi pemerintah, mengharuskan pemerintahan pusat
menyelaraskan semua kegiatan pemerintah sesuai dengan perkembangan di
daerah, dengan memperhatikan kapasitas daerah meliputi kapasitas individu,

kelembagaan dan sistem yang telah dimiliki oleh dacrab (BNI Pekanbaru, 2001).
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Mardiasmo (2002), menyebutkan bahwa otonomi yang diberikan kepada
dacrah kabupaten dan kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang
luas, nyata dan bertanggung jawab kepada pemerintah daecrah secara
proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti cleh pengaturan
pembagian, dan pemanfaatan dan sumberdaya nasiona! yang berkeadilan, serta

pertimbangan kemampuan pusat dan daerah.

Hal yang mendasar dalam UU No.32 Tahun 2004 adalah kuatnya upaya
untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan
kreatifitas, peningkatan peran serta masyarakat, dan pengembangan peran dan
fungsi DPRD. Undang-Undang ini memberikan otonomi secara ututh kepada
daerah kabupaten/kota untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut
prakarsa dan aspirasi masyarakatnya. Artinya, saat sekarang dacrah sudah diberi
kewenangan yang utuh dan bulat untuk merencanakan, melaksanakan,
mengawasi, mengendalikan, dan mengevalvasi kebijakan-kebijakan daerah.
Dengan semakin besarnya partisipasi masyarakat ini, desentralisasi kemudian
akan mempengaruhi komponen kualitas pemerintahan lainnya. Salah satunya
adalah yang berkaitan dengan orientasi pemerintah, demikian pula Command and
Cantrol menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuban publik. Orientast yang
seperti ini kemudian akan menjadi dasar bagi pelaksanaan peran pemerintah
sebagai stimulator, fasilisator, koordinator, dan enfrepreneur (wirausaha) dalam

proses pembangunan (BNI Pekanbaru, 2001).
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Dalam upaya pemberdayaan pemerintah daerah im, maka perspektf
perubahan yang diinginkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran
daerah dalam otonomi daerah adalah sebagai berikut (BNI Pekanbaru, 2001) :

a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan
publik (public oriented). Hal ini bukan saja harus terlihat pada besarnya
porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga
terlihat pada besamya partisipasi masyarakat dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan pengawasan keuangan dacrah.

b. Kejelasan tentang misi pengelolaan kevangan daerah pada umumnya dan
anggaran dacrah pada khususnya.

¢. Desentralisasi pengelolaan keuangan dan kejelasan peran para partisipan yang
terkait dalam pengelolaan anggaran, seperti DPRD, KDH, sekda dan
perangkat daerah lainnya.

d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, investasi dan
pengelolaan uang daerah berdasarkan kaidah mekanisme pasar, value for
money, tranparansi dan akuntabilitas.

e. Kejelasan tentang kedudukan keuangan DPRD, KDH, dan PNS Daerah, baik
ratio maupun dasar pertimbangannya.

f Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan
anggaran muiti tahunan,

g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang lebih profesional.
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h. Prinsip akuntan pemerintah daersh, laporan keuangan, peran DPRD, dan
akuntan publik dalam pengawasan, pembetian opini dan rating kinerja
anggaran, dan transparansi informal anggaran kepada publik.

1. Aspek pembinaan dan pengawasan yang meliputi batasan pembinaan, peran
asosiasi, dan peran anggaran masyarakat guna pengembangan
profesionalisme aparat pemerintah daerah.

j- Pengembangan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan
informasi anggaran yang akurat dan pengembangan komitmen pemerintah
dacrah terhadap penyebarluasan informasi sehingga memudahkan pelaporan
dan pengendalian, serta mempermudah mendapatkan informasi.

Menurut Suparmoko (2001) dengan Undang-Undang Otonomi Daerah
berarti bahwa ideologi politik dan struktur pemerintahan negara akan lebih
bersifat desentralisasi berbanding dengan strukstur pemerintahan sebelumnya
yang bersipat sentralisasi. Memang perlu disadari bahwa setiap struktur
pemerintahan memuntut suatu sistem keuangan negara yang dapat menjamin
kelancaran pemerintahan dan pembangunan, khususnya dalam tugas pemerintah
sebagai unit pelaksana ekonomi yang menyediakan barang-barang publik yang
manfaatnya sangat luas dan dinikmati orang banyak seperti bidang pertahanan,
keamanan, keadilan, kesehatan masyarakat, jalan raya dan sebagainya. Kegiatan-
kegiatan ini sebaiknya dilaksanakan oleh pemerintah pusat.

Untuk kegiatan lainnya seperti barang dan jasa schaiknya diusahakan oleh
daerah dengean sistem desentralisasi kewenangan. Tujuan kebijakan desentralisasi
adalah sebagai berikut (Robert, 2003) :
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a. Mewnjudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.

b. Peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan pengurangan subsidi dari
pemerintah pusat.

¢. Mendorong pembangunan daerah, sesuai dengan aspirasi masing-masing
daerah.

Untuk merealisasikan desentralisasi guna mengurangi ketergantungan
tahun daerah pada pemerintahan pusat, pada tahun 1997 lahir UU No.18/1997
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disusul dengan Peraturan
Pemerintah (PP) No. 19 tahun 1997 tentang Pajak Daerah, PP No. 20 tahun
1997 tentang Retribusi Daerah dan PP No. 21 tahun 1997 tentang Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor. Selain untuk kepentinngan daerah, penerapan PP
tersebut juga diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakatnya. Sumber
pendapatan daerah seperti yag diuraikan dalam UU No. 32 tahun 2004 terdiri
dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b. Dana perimbangan

¢. Pinjaman daerah

d. Sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang syah

Dilain pihak, pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah serta

dana perimbangan memiliki peran yang utama dalam menentukan kekuatan
Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (Robert, 2003).
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232 Pembinaan Jalan

Pembinaan jalan didasarkan atas kelompok jalan tersebut yang terdin dari
jalan nasional yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan nasional
yang pembinaannya dilakukan oleh Menteri Kimpraswil/PU, dan jalan propinsi
yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan propinsi yang
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah provinsi, serta jalan kabupaten/kota
yang mempunyai nilai strategis terhadap kepentingan kabupaten/kota yang
pembinaannya dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota. Kewajiban pemerintah
pusat adalah melakukan pembinaan ruas jalan nasional sehingga jalur transportasi
kepentingan umum secara nasional dapat terlayani, sedangkan kewajiban
pemerintah provinsi adalah melakukan pembinaan ruas jalan provinsi sehingga
jalur transportasi antar kabupaten/kota lancar dan kebutuhan masyarakat akan
transportasi terlayani, dan kewajiban pemerintah kabupaten/kota adalah membina
ruas jalan kabupaten/kota, yang nantinya diharapkan dapat melayani transportasi
masyarakatnya  sendiri dan transportasi yang menghubungkan ke provinsi.
Penyelenggaraan pembinaan jalan tersebut meliputi hal berikut (UU No. 38,

2004) :

A. Tujuan dan Lingkup Jalan
Di Indonesia, peraturan yang terkait dengan jalan adalah Undang-undang
Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu penyelenggaraan jalan berdasarkan

pada azas kemanfaatan, keamanan, keselamatan keserasian, keselarasan dan
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keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, serta kebersamaan dan

kemitraan. Tujuan penyelenggaraan jalan adalah untuk (UU No. 38, 2004) :

1.

2.

6.

Mewujudkan keterlibatan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan.
Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan.

Mewnjudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian
layanan kepada masyarakat.

Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada

kepentingan masyarakat.

. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasi! guna

untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu.
Mewujudkanpengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Lingkup penyelenggaraan jalan adalah :

1.

Jalan umum yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan
pengawasan.
Jalan tol yang meliputi pengaturan, pembinaan, pengusahaan, dan
pengawasan.
Jalan khusus.

B. Peran dan Pengelompokan Jalan

Peran Jalan menurut Undang-nndang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

adalah :

a.

Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peran penting dalam
bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan
keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
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b. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi
kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

¢. Jalan merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan menghubungkan dan
mengikat seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pengelompokan Jalan menurut ketentuan di atas adalah :

a. Jalan umum, dikelompokan menunu sistem, fungsi, status, dan kelas.

b. Jalan khusus bukan diperuntukan bagi lalulintas umum.

Sistem jaringan jalan menurut ketentvan jalan tersebut adalak: :

a. Sistem jaringan jalan primer, merupakan sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa unfuk pengembangan semua
wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa
distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.

b. Sistem jaringan jalan sekunder, merupakan sistem jaringan jalan dengan
peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam
kawasan perkotaan.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokan ke dalam jalan nasional, jalan

provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

Pembinaan jalan umum/nasional menurut Undang-undang Nomor 38

Tahun 2004 tentang Jalan adatah meliputi

1. Pengembangan sistem bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan
di bidang jalan.

2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan dan

yang terkait.
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3. Pemberian fasihitas penyelesaian sengketa antar provinsi dalam
penyelenggaraan jalan,

4, Penyusunan dan penetapan norma, standar, kriteria, dan pedoman pembinaan
jalan.

5. Pembinaan jalan dilakukan coleh pemerintah pusat.

Pembinaan jalan provinsi menurut ketentuan jalan di atas meliputi :

1. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para
penyelenggara jalan provinsi, kabupaten, dan kota.

2. Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang jalan.

3. Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antar kabupaten’kota dalam
penyelenggaraan jatan,

4. Pembinaan jalan dilakukan oleh pemerintah provinsi.

Pembinaan jalan kabupaten/desa menurut ketentuan jalan di atas meliputi :

1. Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para
operator penyelenggara jalan kabupaten dan desa.

2. Pembenan izin, rekomendasi, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan
ruang jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.

3. Pengembangan teknologi terapan di bidang jalan.

4. Pembinaan jalan dilakukan oleh pemerintah kabupaten.

C. Kewenangan Pembinaan Jalan
Hal yang menyangkut kewenangan penanganan jalan dalam Undang-

Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diuraikan dalam pasal

14 (1) yaitn “Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah
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Kabupaten dan Daerah Kota meliputi antara lain pekerjaan umum,
kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, pertanahan,
kependudukan.

Dilain pihak, PP 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom mengatur kewenangan di bidang
lain yang menjadi wewenang pemerintah pusat mengena: bidang pekerjaan
umum meliputi :

1. Penetapan standar prasarana dan sarana kawasan terbangun dan sistem
manajemen konstruksi.

2. Penetapan standar pengembangan konstruksi bangunan sipil dan arsitektur.

3. Penetapan standar pettgembangan prasarana dan sarana wilayah yang terdin
dari pengairan, bendungan besar, jalan beserta simpul-simpulaya dan
jembatan, beserta jalan bebas hambatan.

4. Penetapan persyaratan untuk penenfuan status, kelas dan fungsi jalan.

5. Pengaturan dan penetapan status jalan nasional.

Kewenangan yang ada pada pemerintah propinsi dalam bidang tertentu lainnya

yang tercantum dalam PP 25 tahun 2000, mencakup :

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan regional secara makro

2. Pelatihan bidang tertentu, alokasi sumber days manusia potensial dan
penelitian yang mencakupi wilayah propinsi

3. Perencanaan penataan ruang propinsi

Menurut PP 39/2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan PP

5272001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan, definisi Dekonsentrasi
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adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada gubemur sebaga: wakil
pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. Definist tugas pembantuan adalah
penugasan dan pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk
melaksanakan fugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta
sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan
mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

Umur Rencana Jalan (URJ) sangat ditentukan oleh desain yang
digunakan pada suatu jalan. Pada ruas jalan Pekanbaru-Dumai yang berstatus
sebagai jalan nasional yang pembinaannya menjadi tanggungjawab pemerintah
pusat didesain untuk URJ selama 10 tahun Desgin sangat ditentukan oleh
standar dan norma yang diatur dalam ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah. Faktor lain vyang
mempengaruhi efektivitas URJ adalah :

1. Keterbatasan dana yang ada, sumberdaya manusia, dan kelembagaan.

2. Berbagai bentuk penyimpangan pemanfaatan dan penggunaan jalan oleh
berbagai pihak, seperti kendaraan yang bermuatan lebih (overload). Secara
lebih lengkap hubungan antara desain jalan, umur rencana jalan dan
pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai. Fungsi jalan Pekanbaru-Dumai akan
berjalan dengan semestinya jika dilakukan adanya upaya pembinaan pada

ruas jalan tersebut.

24 Bentuk Kerjasama
Menurut Badan Teknis Manajemen Provinsi (BTMP) Departemen Dalam

Negeri (2002), kerjasama antar daerah di propinsi Riau pada dasarnya sudah
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diperlukan. Bentuk kerjasama pembinaan jaringan jalan dilihat baik secara
horizontal maupun vertikal. Bentuk kerjasama horizontal, misalnya kerjasama
antara provinsi dengan provinst atau antara kabupaten’kota dengan
kabupaten/kota, sedangkan bentuk kerjasama vertikal misalnya kerjasama antara
pemerintah pusat dengan pemerintah propinsi dan bahkan dengan pemerintah

kabupaten/kota atau pemerintah dengan swasta.

Dasar untuk melakukan kerjasama dalam kerangka otonomi daerah dapat
dilihat pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 169 (1)
vaitu bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan peminjaman yang bersumber
dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga
keuangan bukan bank, dan masyarakat untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan daerah (UU No. 32, 2004).

Mengenai hal-hal yang dikerjasamakan dapat berupa perencanaan
pembangunan jalan, pelaksanaan pembangunan, pengawasan pembangunan dan
pemeliharaan atau juga pendanaanmya. Khusus mengenai ruas jalan Pekanbaru—
Dumai bentuk kerjasama pembinaan hingga saat ini belum ada. Dalam hal ini
akan ditinjau lebih mendalam kerjasama antara pemerintzh pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini dipandang sangat penting
mengingat relevansinya dengan status jalan Pekanbaru—Dumai yang saat ini
masih sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat Dilain pihak
kemampuan pemerintah pusat sangat terbatas. Padahal ruas jalan ini memberikan
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manfaat sosial ekonomi yang sangat besar pada Provinsi Riau dan kabupaten
Siak, kabupaten Bengkalis serta kota Pekanbaru maupun kota Dumai.

Secara makro bisa dikatakan bahwa ada duva model utama dalam
hubungan antara pemerintah pusat dan daerah yaitu model pelaksanaan (agency
model) dan model kemitraan/partnership model (BTMP Depdagri, 2002).

a. Model Pelaksanaan (4gency Model)

Dalam model ini pemerintah daerah merupakan aparat pelaksana
pemerintah sehingga kewenangan pemerintah daerah sangat terbatas. Pemerintah
pusat mempunyai kewenangan untuk menentukan apa yang harus dilakukan
pemerintah daerah dan bagaimana proses pelaksanaannya.

b. Model Kemitraan (Partnership Model)

Dalam model ini pemerintah daersh memiliki kebebasan dalam taraf
tertentn untuk mengatur pelaksanaan pemerintzhan di daerahnya. Beberapa ciri
pokok model ini adalah :

1. Pemerintah daerah memiliki legitimasi yang kuat secara politik.

2. Pemerintah daerah memiliki kemampuan finansial yang bisa diambil dari
sektor pajak dan jasa.

3. Pemerintah dacrah memiliki kewenangan tertentu untuk mengelola sumber
daya alam di wilayahnya.

4. Terdapat keseimbangan kekuasaan dan kewenangan antara pemerintah pusat
dan daerah.

5. Pemerintah memiliki kewenangan tertentu dalarn bidang hukum dan

perundangan—undangan.
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Model int menunjukkan bahwa daerah tidak lagi dipandang scbagai pelaksana
semata-mata, melainkan sebagai mitra kerja oleh pemerintah pusat. Dalam
perjanjian kemitraan ini pemerintah daerah tetap merupakan bagian dari
pemerintah pusat secara sub-ordinasi, dengan hubungan interaksi yang saling
mempengaruhi secara timbal balik. Era otonomi daerah memberikan peluang
besar untuk terimplimentasinya model kemitraan ini.

Dari dua model yang disampaikan diatas, partnership model pada
umumnya dianggap sebagai model yang lebih sejalan dengan kecenderungan
pelaksanaan desentralisasi pemerintahan, termasuk desentralisasi kewenangan
pengelolaan jaringan jalan. Dengan adanya desentralisasi akan memberikan
keuntungan bagi daerah karena mereka dapat mengidentifikasikan preferensinya
sendiri terhadap infrastruktur apa yang akan disediakan (BTMP Depdagri, 2002).

Terdapat beberapa aspek kelembagaan yang perlu diperhatikan dalam
pengambilan keputusan dalam hal penyediaan infrastruktur, antara lain (BTMP
Depdagri, 2002):

a. Menetapkan tanggung jawab. Service dapat disediakan dan dibiayai oleh
berbagai sumber, misalnya disediakan olch swasta di bawah suatu kontrak,
atau dapat pula disediakan dan dibiayai sendiri oleh swasta.

b. Desain. Masing-masing pemerintah daerah memiliki inisiatif dalam mendesain
infrastruktur yang biasanya lebih inovarif dan efisien.

¢. Pembangunan. Pembangunan merupakan salah satu fungsi yang biasanya
didesentralisasikan. Keterlibatan sektor swasta dalam hal konstruksi sudah
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sangat tinggi dengan cara memberikan kemudahan kepada pihak swasta
dalam melakukan kegiatan usahanya.

d. Pembiayaan Pemerintah pusat biasanya menyediakan dana yang sangat besar
untuk investasi pada infrastruktur. Pemerintah daerah dapat mendukung
pembiayaan tersebut melalui DAU dan DAK.

¢. Regulasi. Pemerintah pusat biasanya berperan sebagai koordinator dalam
menetapkan standar monitoring.

f. Penciptaan lingkungan kelembagaan bagi efektifnya penyediaan infrastruktur.

Pemilihan model desentralisasi pengelolaan infrastruktur harus memenuhi
beberapa kriteria utama. Mode! tersebut harus mampu merefleksikan prioritas
kebutuhan ril yang ada di daerah, mendorong adanya kompetisi, mempunyai
skala operasi yang cukup schingga menciptakan efektifitas dan efesiensi, dan
sederhana dalam hal pengambilan keputusan. Secara administratif, desentralisasi
terdiri dari beberapa bentuk, yaitu dekonsentrasi, delegasi, devolusi, 1op-down
dan bottom-up principal agencies, dan desentralisasi pasar (BTMP Depdagri,

2002) berikut :

a. Dekonsentrasi, pemerintah pusat merupakan pemilik  sekaligus
penyelenggara.

b. Delegasi, pemerintah pusat merupakan pemilik dan penyelenggara dan pihak
swasta bekerja dibawah kontrak.

¢. Devolusi, pemerintah daerah sebagai pemilik sekaligus penyelenggara.
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b. Top-down principal agency, pemerintah pusat merupakan pemilik, sedangkan
penyelenggaraan oleh pemerintah daerah dilakukan dibawah perjanjian
keagenan.

¢. Bottom-up principal agency, pemerintah daerah merupakan pemilik,
sedangkan penyelenggaraan oleh pemerintah pusat dilakukan dibawah
keagenan.

d. Devolusi dan delegasi, pemerintah daerah merupakan pemilik

e. Joint service commite, pemerintah daerah merupakan pemilik, dengan suato
komite pemerintah daerah yang bertindak sebagai penyelenggara.

Dilain pihak, dalam konsep desentralisasi pasar, swasta mengambil posisi

kemanajerialan atau berperan sebagai penyedia pelayanan. Swasta juga dapat

mengambil peran sebagai penyelenggara, tetapi bukan sebagai pemilik.

2.4.1 Kerjasama Antar Pemerintahan Dalam Pembinaan Jalan
Kerjasama antar berbagai pemerintah telah pula berjalan dalam
pengelolaan jalan di Provinsi Riau. Kerjasama yang dimaksud adalah penanganan
ruas jalan dengan pendanaan dari berbagai sumber (APBN, APBD provinsi dan
APBD kabupaten/kota). Beberapa contoh yang bisa discbutkan antara lain
(Bappeda Riau, 2003) :
a. Jalan Bangkinang — Petapahan yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi
dan APBD Kabupaten Kampar.
b. Jalan Dumai-Sungai Pakning yang didanai melalui APBN, APBD Provinsi,
APBD Kabupaten Bengkalis dan APBD kota Dumai (untuk pengadaan
lahan).
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c. Jalan Karimun—Pongkar yang didanai melalui APBD Provinsi, APBD
Kabupaten Karimun (untuk pengadaan 1ahan).

Dilihat dari kewenangannya, maka jalan nasional sepenuhnya menjadi
tanggung jawab pemerintah pusat, sedangkan jalan provinsi menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi. Pemerintah Provinsi Riau tidak melihat kewenangan
sebagai sesuam yang kaku. Pada contoh ruas jalan Dumai—Sungai Pakning, jalan
provinsi ini secara bersama-sama didanai oleh pemerintah pusat, provinsi dan
kabupaten. Memang dalam pelaksanaannya belum ada pola yang jelas tentang
pembagian beban keuangan Pemerintah kota Dumai hanya bersedia
menyediakan lahan meskipun sekitar 30 km ruas jalan tersebut ada di wilayah
kota Dumai. Sementara itu, Kabupaten Bengkalis mempunyai komitmen yang
besar dalam pendanaan karena merasakan kepentingannya terhadap ruas jalan
tersebut. Sebenarnya, Kabupaten Siak meskipun tidak ada ruas yang di kabupaten
ini, akan mendapatkan manfaat yang cukup besar jika jalan ini dibangun karena
produknya dapat diangkut ke Dumai. Oleh karena itu, rumusan tentang
bagaimana pola pendansan antar pemerintahan perlu dilakukan agar
pertanggungjawaban kepada publik menjadi transparan. Kerjasama ini
membuktikan telah adanya kesadaran antar berbagai tingkat pemerintahan untuk
saling kerjasama dalam hal pendanaan. Pola di atas sekaligus memperlihatkan
peran penting pemerintah provinsi dalam hal membangun kerjasama ini. Dalam
konteks perencanaan dan pemograman jaringan jalan, tampaknya peran
pemerintah provinsi menjadi penting (Bappeda Riau, 2003).
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24.2 Kerjasama Pemerintah Provinsi-Kabupaten

Kerjasama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota
dalam penegelolaan jaringan jalan sangat dibutubkan, terutama untuk menjaga
hierarki jalan serta terjaminnya aksesibilitas pergerakan arus lalu-lintas menuju
dacrab-dacrah yang baru dimekarkan sejak dilaksanaknnya otonomi daerah.
Khusus untuk kabupaten/kota yang baru dibentuk sejak diberlakukannya otonomi
daerah, kerjasama penanganan jalan yang dilakukan bersama-sama pemerintah
provinsi akan sangat membantu mengingat dana APBD kabupaten/kota yang
sangat terbatas dan dapat dialokasikan untuk pembangunan di luar sektor jalan.
Bentuk lain dari kerjasama vang dilakukan dalam penanganan jalan ini berupa
pemerintah provinsi membangun konstruksi jalan, sedangkan pemerintah
kabupaten/kota bertugas untuk membebaskan lahan serta menyelesaikan
masalah-masalah sosial yang timbul akibat dibangunnya suatu ruvas jalan
(Bappeda Riau, 2003).
243 Kerjasama Antar Kabupaten

Kerjasama antar kabupaten di Provinsi Riau telah dilaksanakan sejak awal
tahun 2001 melalui kesepakatan bersama empat bupati di wilayah Riau bagian
selatan yang meliputi Kabupaten Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Pelalawan, dan
Kuantan Singingi. Kesepakatan tersebut didasari oleh visi bersama Riau bagian
selatan yaitu : “Terwujudnya Pembangunan Bersama Riau Bagian Selatan yang
Maju, Mandiri, Strategis, dan Berkelanjutan Untuk Kepentingan Masyarakat
Dalam Kerangka Pembangunan Riau”. Kesepakatan ini diketahui dan disetujui
oleh pemerintah Provinsi Riau (Bappeda Riau, 2003).
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Salah satu agenda yang dikerjasamakan adalah percepatan pembangunan
beberapa ruas jalan strategis, terutama ruas-ruas jalan yang menghubungkan
wilayah produksi ke owtler pemasaran, dan berdasarkan kesepakatan empat
kabupaten tersebut disepakati pula bahwa pelabuhan Samudera Kuala Enok yang
terletak di Kabupaten Indragiri Hilir menjadi satu-satunya outler pemasaran
barang dan jasa. Kesepakatan horizontal ini membuktikan adanya kesadaran
bersama di antara wilayah-wilayah yang berdekatan untuk bersama-sama

membangun daerah dengan pendekatan kewilayahan (Bappeda Riau, 2003).

244 Kerjasama Pemerintah — Swasta
Perlunya kerjasama amtarz pemerintah dan swasta dalam penanganan
infrastruktur jalan didasari oleh pertimbangan sebagai berikut (Salim, 1993) :
a. Adanya teknologi baru yang digunakan oleh pihak swasta.
b. Percepatan peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan.
¢. Kemampuan pendanaan pemerintah yang terbatas.
Prasyarat pembangunan infrastruktur antara pemerintah dan swasta meliputi :
a. Adanya iklim investasi yang kondusif
b. Persepsi yang sama di jajaran pemerintah untuk melakukan kerjasama dengan
pihak swasta,
¢. Kesamaan visi dan tujuan antara pihak pemerintah dan pihak swasta.
d. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses keikutsertaan pihak swasta.
¢. Pemahaman dan kapasitas mengenai pembangunan yang berkelajutan.
f. Struktur kelembagaan mtuk persizgpan dan pelaksanaan kerjasama

pemerintah—swasta.
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g Adanya peraturan daerah untuk mendukung pelaksanaan kerjasama

pemerintah—swasta.

24.5 Kesepakatan Kerjasama

Bentuk kelembagaan lain yang dapat dilaksanakan dan umum dilakukan
adalah naskah kesepaharman/kesepakatan, ini merupakan wujud persamaan visi
dan persepsi diantara pihak-pihak yang terlibat untuk bekerjasama dalam
mewujudkan kesepakatan dan biasanya akan ditindaklanjuti dalam suatu naskah
perjanjian. Sebuah contoh penanganan jalan yang didasari oleh naskah
kesepakatan adalah pembangunan jalan lintas timur sumatera yang ada di
provinsi Riau. Berdasarkan Naskah Kesepakatan No. 30/BA/2001, pemerintah
Provinsi Riau dan PT. Rian Andalan Pulp and Paper (PT. RAPP) telah bersepakat
untuk meningkatkan struktur dan geometrik ruas jalan Sp.Lago-Sp. Koala dan
Sp. Lago-Sp. Pelabuhan, yang mampu melayani angkutan lalulintas sesuai
dengan standar pelayanan minimum. Pengadaan barang jasa dalam peningkatan
ruas jalan imi penunjukan langsung dilaksanakan oleh PT. RAPP, yaitu sebagai
kontraktor pelaksana PT. PECH TECH dan korsultan pengawas PT. Visi Teknik
Tama Unggul dengan nilai pelaksanaan Rp. 48 miliyar. Dari kerjasama yang
pernah dilakukan selama ini hanya berdasarkan alokasi dana pada DIP (Daftar
Isian Proyek) yang merupakan dana APBN (Anggaran Pembangunan dan Belanja
Negara) atau DIPDA (Daftar Isian Proyek Daerah) provinsi maupun DIPDA
(Dafiar Isian Proyek Daerah) kabupatem/kota yang merupakan dana APBD
(Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah), tidak ada suatu kesepakatan yang

Jjelas dan proporsional sehingga pada akhimya pemerintah pusat tetap sebagai
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penyelamat/penyandang dana yang besar demi tercapainya penyelesaian

pelaksanaan fisik agar dapat berfungsi optimal, karena pemerintah pusat sangat

terbatas dalam pendanaan (Bappeda Riau, 2003).

Pembangunan prasarana transportasi yang menghubungkan antar daerah
kabupaten/kota dan merupakan jalur ekonomi bagi dacrah tersebut, pelaksanaan
pembangunannya dapat dilakukan secara bekerjasama antar daerah yang
berkepentingan tersebut. Hal ini mengingat bahwa biaya pembangunan prasarana
jalan tersebut cukup tinggi. Bentuk kerjasama pada bidang transportasi dapat
berupa (Bappeda Riau, 2003) :

a. Tingkat kemanfaatan yang dinikmati daerah terhadap keberadaan suatu jalan,
baik terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya alam maupun manfaat sosial
dan lain-lainnya.

b. Pola wilayah yang terkena dampak akibat dari pembangunan jalan tersebut.

c. Pola atas pendapatan daerah terhadap total biaya yang diperlukan untuk

pembangunan jalan.



. METODE KAJIAN

3.1 Kerangka Pemikiran

Sebelum melakukan kajian tentang Konsep Model Kerjasama dan Pola
Pendanaan Pengelolaan Ruas Jalan Pekanbaru-Dumai, maka perlu dibuat terlebih
dahulu kerangka pemikirannya. Adapun kerangka pemikirannya yaitu kondisi
ruas jalan nasional Pekanbaru-Dumai dalam kondisi rusak berat yang hanya dapat
dilalui dengan kendaraan penumpang dengan kecepatan rata-rata 40 km/jam.
Ruas jalan ini merupakan ruas jalan strategis yaitu ruas jalan ekonomi yang padat
dilalui oleh kendaraan terutama kendaraan berat yang mengangkut bahan hasil
alam untuk kepentingan industri. Untuk itu diperlukan suatu model tentang
bentuk kerjasama dan pola pendanaan tentang pembangunan/peningkatan ruas
jalan Pekanbaru-Dumai tersebut. Kerangka pemikirannya seperti pada Gambar 1

berikut.

Kerusakan Jalan
Pekanbaru-Dumai

Keterlambatan Waktu | Biaya Operasional
Tempuh Kendarazan

v

Perbaikan Jalan

r

L 4

Bagaimana
Pemenuhan Dana

X

[ Mokanisme Kerjasama
Pusat | Provinsi | Kabupaten/Kota
¥

Model Kerjasama dan
Pola Pendanaan

Gambar 1 Kerangka Pemikiran Peningkatan Jalan Pekanbaru-Dumai
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Berdasarkan atas kerangka pemikiran tersebut di atas, maka perlu
kegiatan kajian tentang hal tersebeut. Agar hasil kajian dapat sesuai dengan yang
diharapkan, maka tahap-tahap pelaksanaannya dilakukan menurut bagan alir
seperti pada Gambar 2.

( identifikasisi Masalah )

Kafian Pustaka l

| Rancangan Penelitian l

Pengumpulan Data :
o Sekunder {Dana)

o Primer (Tingkat Penanganan)

Analisis Pendanaan
Peningkatan Jalan

Kesimpulan dan Saran l

Gambar 2 Bagan Alir Kajian
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Uraian tentang bagan alir kajian secara umum adalah :

a. Identifikasi masalah dalam kajian ini adalah bahwa ruas jalan Pekanbaru-
Dumai merupakan jalur ekonomi yang kondisinya saat ini dalam keadaan
rusak yang dapat dilalui oleh kendaraan penumpang dengan kecepatan rata-
rata 40 km/jam dengan waktu tempuh antara 5,0-5,5 jam, sedangkan dalam
kondisi jalan mantap, ruas jalan ini dapat ditempuh dengan waktu tempuh
antara 3,0-3,5 jam.

b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan kajian mengenai usaha
meningkatkan kondisi ruas jalan ini, schingga ruas jalan ini dapat melayani
arus lalulintas kendaraan yang lewat dengan aman, nyaman, dan ekonomis.
Rancangan kajiannya meliputi bagaimana mengatasi pendanaan pembinaan
ruas jalan ini, karena dana yang dibutuhkan vntuk peningkatan ruas jalan ini
cukup besar sedangkan alokasi dana yang disediakan untuk ruas jalan ini
setigp tahunnya cukup kecil. Sejak diberlakukannya ketentuan otonomi
daerah, ruas jalan ini terletak pada empat wilayah kabupaten/kota (kota
Pekanbaru, kabupaten Siak, kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai),
disamping itu banyak terdapat kegiatan industri yang dilakukan oleh pihak

sewasta. Jadi perlu keterhbatan semua pihak dalam pembinaan ruas jalan ini.

32 Tempatdan Waktu Kajian
Kajian ini dilakukan pada ruas jalan Pekanmbaru-Dumai Provinsi Riau
yang merupakan jalan lintas timur sumatera yang berstatus sebagai jalan

nasional dengan panjang ruas 199,0 km. Waktu pelaksanaan untuk pengumpulan
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data penelitian dilakukan sclama empat bulan, mmlai bulan November 2003

sampat dengan Februari 2004,

33 Prosedur Kajian

Sesuai dengan kerangka kajian di atas, prosedur kajian dimulai dengan
kegiatan pengumpulan data mengenai tingkat kerusakan jalan yang kemudian
menentukan tingkat penganangan vang harus dilakukan, dan menentukan

besarnya biaya yang dibutuhkan untuk kegiatan peningkatan ruas jalan ini.

3.3.1 Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder dan data
primer. Adapun data sekunder yang diperlukan dalam kajian ini meliputi data
ketersediaan dana setiap tahunnya yang diperlukan dalam pembinaan ruas jalan
Pekanbaru-Dumai, dan program penanganannya untuk tahun yang bersangkutan.
Data sekunder ini diperoleh dari Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah
Propinsi Riau selaku pembina ruas jalan tersebut, sedangkan data primer yang
digunakan dalam kajian ini adatah tingkat kerusakan jalan dan data kendaraan
yang melewati ruas jalan ini. Data primer ini diperoleh dengan melakukan
pengamatan di lapangan yaitu pada ruas jalan Pekanbani-Dumai, dengan tujuan
untuk menentukan tingkat penanganan yang sesuai agar ruas jalan tersebut dapat
melayani lalulintas yang lewat, yang kemudian disesuaikan dengan data sekunder

yang telah dipderoleh.
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3.3.2 Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dilakukan analisis dengan
menggunakan analisis deskriptif dengan penyajian berbentuk tabulasi. Analisis
dilakukan sesuai dengan tujuan kajian sebagaimana pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8 Tujuan Kajian, Data, Sumber Data, dan Metode Analisis Data

. Data Yang Metode Analisis
Tujusn Kajisn Dibutuhl Suwmber Data Data

= Kajian biaya perjalanan o Data  kenderean | « Bappeda Riau dan | » Analisis BOK dengan

akibet kerusakan jalan. yang lewat. Bina Marga Riau. metode PCI
« Data Wakiu tempuh | o Survey Ialuiintas.

+ Kalian besamya bieya o Data kondisi ruas | « Bina Marga Riau, »  Analisis koncisi jalan
pembangunan/peningkatan jolan [ kerusakan | « Survey kondisi jalan | « Analisis bigys pening-
jalan Pekanbaru-Dumai. jadan. { tahon 2003), katan jalan

o Kajian model kerjasama dan | o Data  pendanaan | e Bappeda Rlau dan | « Mengembangkan
pola pendanaan ruas jalan yang ada untk | Bina Marga Riay. skanario-skenaro pola

baru - Dumai, naan  jelan  berda-
e Dala sumber pen- sarkan  pendapatan
naanmys, deorzh, berdasarkan
prinsip-prineip :
- Rancangan Bappe-
da Riews;
- Pendapatan daerah
- Perseniase wilayah,
- Kerjasama pemda
dan pihak swasta.

33.2.1 Analisis Biaya Operasional Kendaraan (BOK)

BOK adalah besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh kendaraan untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam kajian ini model perhitungan BOK yang
digunakan adalah dengan metode Pacific Consultants International (PCI tahun
1996). Model ini hanya menyertai data variabel bebas yaitu kecepatan, namun
mempunyai tinjauan elemen yang cukup lengkap menyangkut bunga modal,
asuranst, dan overhead. Perhitungan model PCI studi kelayakannya dilakukan

pada ruas jalan tol antar kota Jakarta dengan perhitungan vang sederhana tapi
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cukup efisien dan teliti. Menurut LAPI-ITB (1996), bahwa BOK tergantung pada

jumlah dan tipe kendaraan termasuk asal dan tujuan dari perjalanan itu. Dalam

perkiraan BOK harus lebih memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Parameter fisik dari jalan yang mempengaruhi BOK.

b. Tipe kendaraan dan serta keadaan operasinya.

¢. Komponen yang perlu dievaluasi kecepatan, bahan bakar, pelumas, ban, suku
cadang, perawatan, depresiasi biaya, bunga modal, dan asuransi.

Dalam operasional suatu kendaraan, besarnya BOK secara umum dibagi atas

(LAPI-ITB, 1996) :

a. Jumlah biaya gerak (tota! running cost), yaite jumlah seluruh perkiraan
tentang kuantitas yang dipakai untuk menghitimg delapan komponen biaya
per-kendaraan dalam 1000 km (konsumsi bahan bakar, pelumas, perawatan,
ban, suku cadang, depresiasi, bunga bank, dan asuransi).

b. Biaya tetap (standing cost), meliputi biaya yang tidak mencakup dalam
komponen running cost, yaitu persentase tertentu dari biaya tidak tetap
dengan koefisien overhead tertentu baik untuk kendaraan pribadi maupun
untuk kendaraan angkutan dan bus.

Biaya total BOK diperoleh dengan menjumlahkan biaya total gerak dan biaya

total tetap. BOK dilakukan dengan menghitng faktor konsumsi bahan bakar,

minyak pelumas, ban, biaya suku cadang, biaya tenaga kerja, defresiasi, dan
bunga modal, serta faktor asuransi. Perhitungan BOK dapat dilihat pada

lampiran 1.
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3.3.2.2 Analisis Biaya Pembangunan Jalan

Analisis biaya pembangunan jalan Pekanbaru-Dumai dilakukan
berdasarkan atas hasil analisis kondisi jalan tersebut, yaitu adanya program
penanganan dengan peningkatan, pemeliharaan berkala, dan pemeliharaan rutin.
Berdasarkan standar dar Prasarana Jalan Dinas Kimpraswil Riau tentang biaya
penanganan jalan untuk masing-masing kabupaten/kota (Tabel 14), maka biaya
pembangunan jalan Pekanbaru-Dumai dapat ditentukan. Dalam analisis ini
pijakan yang digunakan adalah Kepmen PU No. 585/KPTS/1998 tentang Analisa
Harga Satuan Pekerjaan, yang terdin dan harga satuan dasar alat, harga satuan
upah pekerja, dan harga satuan dasar bahan dengan uraian berikut :
a. Harga Satuan Dasar Alat

Perhitungan harga dasar peralatan terdiri dari biaya pasti (initial cost
capital cost) dan biaya operasi dan pemeliharaan (direct operational and
mainfenance cosf). Blaya past setiap tahun dihitung dengan rumus berikut :

(B-C)D+F
W

G

dengan G = biaya pasti/jam (Rp)
B = harga alat (Rp)
C

= nilai sisa alat setelah umur ekonomis berakhir,

; A
D = faktor angsuran modal = %
A+ -1
1 = suku bunga bank
A = umur ekonomis peralatan (tahun)

F = asuransi, pajak, dan lain-lain 2 % dari nilai sisa alat = 0,02 x C

W = jumlah jam alat (2000 jam/tahun)
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Biaya operasi dan pemeliharaan peralatan terdisi dari :
1. Biaya bahan bakar (H) = (12,50 % dan 17,50 %) x HP
dengan H = besarnya bahan bakar yang digunakan dalam 1 jam/liter.
HP = Kkapasitas alat (ton/jam).
12,50 % untuk kendaraan golongan [, dan 17,50 % untuk kendaraan
golongan 11, dan Iig.
2. Biaya pelumas (I) = (1,00 % dan 2,00 %) x HP
1,00 % untuk kendaraan golongan I, dan 2,00 % untuk kendaraan golongan

114 dan lp.

3. Biaya perbaikan dan perawatan (K) = (12,50 % dan 17,50 %) x ;;i

il

dengan B harga pokok alat (Rp)

W jumlah jam dalam 1 tahun (jam)

i

b. Harga Satuan Dasar Upah Pekerja
Upah tenaga kerja ditentskan dengan = (upah orang hari / 7 jam kerja)

¢. Harga Satuam Dasar Bahan

Untuk bahan dasar, biasanya dijelaskan sumber bahan tersebut diperoleh
dan harga yang akan dicantumkan, misalnya harga bahan diolah sendiri atau
harga bahan jadi (harga di lokasi). Dari harga satuan dasar tersebut lalu
dilakukan perhitungan untuk melakukan koefisien upah, bahan, dan peralatan
setelah terlebih dahulu menentukan asumsi-asumsi, dan faktor-faktor, serta
prosedur kerjanya. Jumlah dari seluruh hasil perkalian koefisien tersebut dengan
harga satuan dasar ditambah dengan biaya umum dan laba, akan menghasilkan

harga satuan tiap mata pembayaran. Adapun jumlah harga pekerjaan seluruh



50

mata pembayaran yang dikalikan dengan PPn 10 % merupakan perkiraan biaya

proyek.

3.3.2.3 Analisis Pola Pendanaan Pembinaan Jalan
Analisis pendanaan pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai dilakukan atas
prinsip dasar bahwa kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak berat (71 %)
yang memerlukan biaya cukup besar, sedangkan dana pembinaan dari pemerintah
pusat (APBN) relatif kecil, sehingga pertunya keterlibatan pemerintahan daerah
setempat untuk mengatasi pendanaan tersebut. Analisis pola pendanaannya
dilakukan berdasarkan rumusan sharing pendapatan daerah masing-masing
pemerintahan daersh, yang rumusan polanya sebagai berikut :
a. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan rancangan Bappeda Riau.
Pola pembinaan jalan rancangan Bappeda Riau ini terdin dari pendanaan dari
pemerintah pusat (APBN) dan pemerintah provinsi (APBD) masing-
masingnya 40 %, dan sisanya 20 % berasal dari pemerintah kabupaten/kota.
b. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan pendapatan daerah.
Pola pembinaan jalan didasarkan atas pendapatan dari masing-masing
pemerintahan daerah, dengan tujuan membantu pemerintah pusat. Komposisi
pendanaanya adalah 13,28 % berasal dari pemerintah pusat (APBN),
pemerintah provinsi sebesar 34,79 %, dan sisanya sebesar 51,93 % besasal
dari pemerintahan daerah kabupaten/kota.
¢. Pola pendanaan jalan berdasarkan persentase wilayah kabupaten/kota.
Pola pendanaan jalan berdasarkan persentase wilayah ini didasarkan atas

persentase panjang jalan di masing-masing wilayah kabupaten/kota, dengan
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komposisinya 11,00 % di wilayah kota Pekanbaru, 34,00 % di wilayah
Kabupaten Siak, dan 43,00 % di wilayah Kabupaten Bengkalis, serta 12,00 %
di wilayah Kota Dumai.

d. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan kerjasama pemerintah
kabupaten/kota dengan pihak swasta (industri).
Pola pembinaan jalan atas kerjasama pemerintah kabupaten/kota ini sama
dengan pola pembinaan atas pendapatan daerah di atas (angka 3.3.2.3. poin
b), dengan melibatkan pihak swasta/industri yang berada di masing-masing
daerah kabupaten/kota yang menikmati jalan sebagai sarana kegiatannya yaitu
kewajiban pemerintah kabupaten/kota 50 %nya ditanggung oleh pihak swasta

(industri).

Analisis masing-masing pola pendanaan pembinaan jalan tersebut di atas,
dievaluasi terhadap pendapatan daerah dan Produk Domistik Regional Bruto
(PDRB) masing-masing pemerintah kabupaten/kota, dengan tujuan untuk
mengetahui rasio seberapa jauh dana pembinaan jalan ini mempengaruhi

pendapatan daerah dan/atau PDRB kabupaten/kota.

34  Prosedur Rancangan Program Pendanaan Pembinaan Jalan
Mengingat ruas jalan Pekanbaru-Dumai merupakan ruas jalan ekonomi
dan dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, bahwa ruas jalan
ini melibatkan empat wilayah kabupaten/kota. Berdasarkan hal tersebut bahwa
daerab kabupaten/kota lebih berperan dalam rangka meningkatkan perekonomian

daerah. Dalam rangka mengatasi ketidakmampuan pemerintah pusat untuk
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menyediakan dana yang cukup besar dalam pemeliharaan prasarana jalan, maka
pertu keikutsertaan pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan pihak
swasta (industri) dalam pembinasn prasarana jalan. Hal ini dilakukan agar
kegiatan ekonomi dengan menggunakan prasarana jalan tetap lancar dan dengan
biaya rendah.

Rancangan program pendanaan pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai dapat
dilakukan dengan cara melakukan kerjasama antar pemerintahan, dan kerjasama
pemerintah dengan pihak swasta (indusrti). Kerjasama ini didasarkan atas tingkat
kepentingan tiap pemerintahan maupun pihak swasta, dan berpedoman pada
kemampuan masing-masing pthak dalam penyediaan dana pembinaan jalan.
Untuk itu diperlukan rancangan tahapan penanganan dan tingkat penanganannya

setiap tahun.



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Potensi Biaya Akibat Kerusakan Jalan
Ruas jalan Pekanbaru-Dumai memiliki peran strategis bagi Provinsi Riau.
Meskipun demikian, saat ini ruas jalan tersebut mengalami kerusakan
sebagaimana disajikan pada Tabel 6 yang sangat merugikan masyarakat
pengguna jalan, masyarakat yang berada di sepanjang ruas jalan maupun industri-
industri yang memanfaatkan ruas jalan ini sebagai jalur keluar-masuk menuju
lokasi industri, serta terhadap daerah-daerah yang melintasi ruas jalan ini.
Adapun masyarakat, industri, dan daerah-daerah yang mengalami dampak dari
kerusakan jalan ini antara lain
a. Masyarakat pengguna jalan dan masyarakat di sepanjang ruas jalan ini. akibat
rusaknya ruas jalan ini, masyarakat akan dibebani biaya tambahan yaitu
meningkatnya biaya perjalanan akibat bertambahnya biaya operasi kendaraan
(BOK) karena waktu tempuh bertambah dari semestinya 3,0-3,5 jam menjadi
5,0-5,5 jam perjalanan. Berdasarkan data volume lalulintas tahun 2002 dari
Bappeda Riau yang melewati ruas jalan ini setiap harinya pada Tabel 9
berikut.
Tabel 9 Volume Lalulintas Harian (kendaraan/hari) Tahun 2002

Volume Lalulintas Total
Ruas -_Arah ke Dumai Arah ke Pekanbaru Total 2 Arah Dua
1 Mo | Mg [Total | I n Il | Total I 1Y g Arah

Sp. Kulim-— Dumai 327 37| 334 697 MNF 39 384 749 644 74 722 1442
Sp. Kulims — Duri 851 233 | 1102 2186 691 227  oo0 1819 1542 4501 2003 | 4005
Duri - Kandis 3.939 640 | 2119 6698 471) 59 1538 6843 38647 1233 | 3657 | 13538
Kandis- Polapahan | 1909] 760 | 2525 5194 2059 676 2100 4835 3968 1436| 4625 | 10020
Petapahan— Minas | 1464 591 | 1587 3643 1572 823  1360) 4258 3036] 1414) 3447 | 7897 |
Minas-Pekanbaru | 2759( 365 | 1297 4421] 2961 465 1168 4394 35720 839] 2462 | 5013

Taotal 23557] 545816916 | 4593]
Sumber : Bappeda Riau, 2003
Catatan ; - Golongan [ : Kendaraan Pribadi
- Golongan 1A : Kendaraan Bus

- Golongan I[B : Kendaraan Truk
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Dai Tabel 9 di atas, terlihat volume lalulintas kendaraan ruas jalan
Pekanbaru-Dumai sebesar 45931 kendaraan, vang terdiri dari kendaraan
pribadi (golongan I) sebesar 23.557 kendaraan, kendaraan bus (golongan I1A)
sebesar 5.458 kendaraan, dan kendaraan truk (golongan IIB) sebesar 16.916
kendaraan. Biaya operasional kendaraan untuk masing-masing jenis
kendaraan menurut metode PCI seperti pada Tabel 10 (cara perhitungannya
pada lampiran 1).

Tabel 10  Perhitungan BOK Untuk Masing-Masing Golongan Kendaraan

Kecepatan BOK untuk Ruas Pekanbary—Dumai (Rp./Km)
Km/jam Golongan 1 Golongan I, Golongan Il
30 349,41 907,16 943,53
40 284 .37 744 38 759,73
50 249,75 663,21 664,36
60 24129 662,29 655,49
70 257,18 741,05 - 732,28
80 296,50 89920 894,31
90 358,73 1.136,56 1.141 35
100 443 58 1.453,06 1.473,26
110 550,85 1.848.62 1.889,96
120 680,41 2.32320 2.391,38

Sumber : Hasil Olahan

Dari hasil perhitingan BOK tersebut di atas, dapat dihitung besaran biaya
perjalanan dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jarak tempuh 199 km dan
volume lalulintas setiap golongan kendaraan (Tabel 9) dengan kecepatan 60
km/jam sesuai rencana untuk ruas jalan Pekanbaru-Dumai. Hasit perhitungan
BOK pada rmas jalan Pekanbaru-Dumai dengan kecepatan 60 km/jam

tersebut seperti pada Tabel 11.
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Tabel 11 Biaya Operasi Kendaraan (BOK) Pada Ruas Jalan Pekanbaru—
Dumai Secara Teoritis

Gol. Panjang { Lalu lintas Harian | Kecepatan/ | BOK Jumlah Biaya
Ruas | Rata-rata/ hari Jam (Rp.) (Rp x 105

I 199 23.557 60 241,29 1.131,13

H, 199 5.458 60 662,29 719,34

i 199 16.916 60 655,49 2.206,57

Total 4.057,04

i
Sumber : Hasil Olahan

Tabel 11 menunjukkan bahwa biaya perjalanan Pekanbaru menuju
Dumai dengan kecepatan rencana 60 km/jam adalah Rp. 4.057,04 x 10°. Kondisi
saat ini ruas jalan Pekanbaru-Dumai dalam kondisi rusak, yang hanya dapat
ditempuh dengan kecapatan rata-rata untuk kendaraan golongan I dan kendaraan
golongan Il, adalah 40 km/jam, sedangkan untuk kendaraan berat/truk atau
kendaraan golongan Iz hanya lebih kurang 30 km/jam dengan BOK pada

Tabel 12.
Tabel 12 Realisasi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) Pada Jalan Pekanbaru—
Dumai
Gol. Panjang | Lalu lintas Harian | Kecepatan/ BOK | Jumiah Biaya
Ruas | Rata-rata/han Jam (Rp.) (Rp x 10%
I 199 23.557 40 284,37 1,333,08
I, 199 5.458 40 74438 808.50
i 199 16.916 30 943,53 | 3.176,19
Total 5317,77

Sumber : Hasil Olahan

Dari hasil perhitungan Tabel 11 dan Tabel 12 di atas menunjukkan bahwa
akibat kondisi ruas jalan Pekanbaru-Dumai dalam kondisi rusak, masyarakat

dikenakan biaya tambahan perjalanan sebesar Rp 1.260,73 x 10° untuk 45.931
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kendaraan/hari atau naik sebesar Rp 27.448,00 per-kendaraan setiap harinya. Hal
ini disebabkan waktu tempuhnya menjadi 5,0 — 5,5 jam yang seharusnya dapat
ditempuh selama 3,0 - 3,5 jam dalam kondisi jalan baik. Akibat kerusakan ruas
Jalan ini, dampak lain yang dirasakan oleh masyarakat di sekitar ruas jalan ini
adalah meningkatnya harga bahan sandang/pangan. Hal ini juga dirasakan oleh
industri-industri yang memanfaatkan ruas jalan ini sebagai prasarana transportast,
seperti nilai ekspor migas dan non-migas (Tabel 5 ) melalui pelabuhan Dumai
sebesar Rp 25,35 triliyun untuk tahun 2002, sedangkan tahun 2003 scbesar
Rp 21,60 triliyun atau mengalami penurunan nilai ekspor sebesar Rp 3,75 triliyun

(17,36 %).

4.2 Perkiraan Kebutuhan Biaya Pembangunan Jalan

Untuk memperbaiki kondisi ruas jalan Pekanbaru-Dumai menjadi mantap
diperlukan berbagai tingkat penanganannya vaitu peningkatan, pemeliharaan
berkala, dan pemeliharaan rutin. Peningkatan yaitu meningkatkan lapis
konstruksi jalan dar tidak mantap menjadi mantap, dan pemelibaraan berkala
adalah kegiatan mempertahankan lapis konstruksi jalan agar tetap berfingsi
sampai dengan umur rencana, sedangkan pemeliharaan rutin yaitu kegiatan
pemeliharaan pada bahu, drainase, den damija agar pengemudi dapat dengan
nyaman dan aman mengemudikan kendaraannya di sepanjang jalan.

Berdasarkan kondisi ruas jalan Pekanbaru-Dumai saat ini, maka dapat
dikelompokkan tingkat penanganannya berdasarkan jenis kerusakan dan seperti
pada Tabel 13.
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Tabel 13 Program Penanganan Ruas Jalan Pekanbaru-Dumai

| Panjang Program Penanganan

| per- % . Pemeltharaan | Pemeliharaan
Kabupatenﬂ(ota! wilayah | Wilayah Peningkatan Berkala Rutin

; km | % km % km %
Pekanbaru C2km |11 2 | 11§ - - - -
Siak . 68 km 34 39 20 - - 29 14
Bengkalis © 86 km 43 80 40 - - 6 3
Dumai 23 km | 12 -0 - 23 |z - -
Jumiah (199 km | 100 [141 ] 71 | 23 [ 12 | 35 17

Sumber : Hasil Olahan

Pada Tabel 13 di atas terithat bahwa untuk meningkatkan kondisi ruas
jalan Pekanbaru-Dumai sepanjang 199 km dibutuhkan kegiatan peningkatan jalan
untuk kondisi jalan yang rusak total sepanjang 141 km (71 %), dan pemeliharaan
berkala sepanjang 23 km (12 %) untuk kondisi permukaan yang mengalami
kerusakan, serta pemeliharaan rutin untuk pemeliharaan bahu jalan, drainase dan

latn-lain sepanjang 35 km km (17 %).

Untuk menentukan total biaya pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai
tersebut di atas hingga jalan tersebut menjadi mantap, maka perlu diketahui harga
satuan penanganan jalan untuk setiap kabupatenkota di Provinsi Riau
berdasarkan tipe konstruksi perkerasannya. Tabel 14 berikut menunjukkan harga
satuan penanganan jalan setiap kabupaten/kota di Propinsi Riau berdasarkan tipe
konstruksinya dan harga satuan pemeliharaan berkala dan pemeliharaan rutin

untuk ruas jalan dengan lapis konstruksinya aspal.




Tabel 14 Harga Satuan Penanganan dan Pemeliharaan Jalan di Riau
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Harga Satuan Per-Km (Rp x 10°)

Sumber : Dinas Kimpraswil Provinsi Riau, 2003

Ksbupaten/Kota | Menuruwt Type Konstruksi (Peningkatan) Pemeliharaan
o Jalan Jalan Jalan Jalan Berkala Rutin
. Tanah | Macadam | Hotmix Beton
1. Pekanbaru 211,99 | 299,00 1.552,84 1.638,60 | 586,20 86,20
2. Kampar 20660 | 30737 1.445,08 1.786,61 602,95 89,17
3. Indragini Hulu 220,52 302,76 1.489,54 1.788.66 | 607,15 90,28
4. Indragiri Hilir 256,41 332,31 1.445,39 1.877.04 | 642,92 91,10
5. Pelalawan 176,28 372,49 1.370,26 1.676,51 592,12 85,10
6. Siak Indrapura 272,04 | 405,22 1.812,08 1.849,78 704,75 92,80
7. Dumai 272,11 369,52 1.718.76 1.752,27 | 64725 87,70
8. Bengkalis 270,86 | 410,00 1.744,66 184539 | 652,50 90,25
9. Rokan Hulu 22546 373,33 1.533,67 176146 | 589,71 86,90
10.Rokan Hilir © 229,00 | 39289 161662 1.831.50 | 706,49 92,99
11.Kep. Rian | 191,77 299,52 1.607,88 1.639,99 705,72 92,72
12 Natuna L 196,70 | 385,07 1.624,96 1.86748 | 709,91 93,13
13.Batam 203,84 314,76 1.435,15 1.902,28 527,91 84,00
14 Kuansing 20934 | 36384 1.262,87 1.721,06 | 501,70 81,76
15 Kanmun 209,18 438,13 1.137,76 1704,82 489,90 78,92

Berdasarkan Tabel 14 di atas, ruas jalan Pekanbaru-Dumai melintasi kota

Pekanbaru, kabupaten Siak, kabupaten Bengkalis, dan kota Dumai. Biaya

pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai per-kmnya mengikuti harga satuan

kabupaten/kota tersebut di atas. Contoh perhitungan biaya pembinaan untuk kota

Pekanbaru adalah sebagai berikut :

o Peningkatan jalan pada wilayah Pekanbaru ... (A) = 22 ki

o Harga satuan lapis konstruksi hotmix
di Pekanbaruperkm......................
o Total biaya Peningkatan jalan Pekanbaru-Dumai
di wilayah Pekanbaru per km

(BY=Rp 1.552,84 x 10°

(C)=(A)x (B)=Rp 34.162.48 x 10°

Demikian halnya perhitungan biaya pembinaan jalan untuk kabupaten/kota

lainnya, schingga total kebutuhan pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbary-

Dumai hingga jalan tersebut menjadi mantap seperti pada Tabel 15.
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Kabupaten / Program Penanganan Total Biaya
Kota . Pemel.iharaan | Pemel iharaan (Rp x 10°)
Peningkatan | * g cala Rutin
Pekanbaru 22 Km - 3416
Siak 39 Km - 29 Km 73,36
Bengkalis 80 Km - 6 Km 140,11
Dumai - 23 Km - 14,89
Jumlah 141 Km 23 Km 35 Km 262,52

Sumber : Hesil Olahan

Dari data Tabel 15 di atas, terlihat bahwa untuk mengembalikan kondisi ruas
jalan Pekambaru-Dumai menjadi mantap kembali dibutuhkan dana pembinaan
sebesar Rp 262,52 milyar, dan dengan kondisi ini waktu perjalanan bisa seperti

waktu ruas jalan ini selesai dibangun (3,0-3,5 jam).

43 Kerjasama dan Pola Pendanaan Pembinaar Jalan

Dalam rangka peningkatan ruas jalan Pekanbaru-Dumai menjadi mantap
dan dapat melayani arus lalulintas kendaraan yang lewat sebagaimana mestinya
dengan waktu tempuh 3,0-3,5 jam, membutuhkan dana yang cukup sebesar
Rp 262,52 miliyar. Dana tersebut digunakan untuk kegtatan peningkatan jalan
sepanjang 141,0 km, pemeliharaan berkala sepanjang 23,0 km, dan pemeliharaan
rutin sepanjang 35,0 km untuk umur rencana jalan selama S tahun.

Ruas jalan Pekanbaru-Dumai besar penganthnya terhadap pertumbuhban
ekonomi daerah kabupaten/kota (Pekanbaru, Siak, Bengkalis, dan Dumai), yaitu
pemanfaatan sumberdaya alam (migas dan non-migas). Dalam pembinaan ruas
jalan tersebut perlu adanya model kerjasama antar pemerintahan dan antar

pemerintah dengan pihak swasta untuk mengatasi pendanaannya yang cukup
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terbatas dan pemerintah pusat, dan didorong oleh azas pemanfaatan ruas jalan
tersebut bagt semua pihak (pemerintah daerah maupun swasta). Alternatif pola
pendanaannya dapat dilakukan dengan mengpunakan dasar pada alokasi dana
APBN untuk Propinsi Riau dan pendapatan daerah (meliputi Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan
pajak lain-lain) yang diperoleh dari masing-masing pemerintahan (pemerintah
provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dan keikutsertaan pihak swasta.
Kerjasama yang lebih baik dan melibatkan semua pihak yang berkepentingan atas
ruas jalan ini adalah kerjasama pemerintahan daerah dan pihak swasta (industri)
dengan pola pendapatannya seperti di atas (APBN, APBD Propinsi, dan APBD
Kabupaten/Kota). Pendanaan yang menjadi tanggung jawab kabupaten/kota
dishare dengan pihak swasta (industri) yang berada diwilayalinya masing-masing

sebesar 50 %.



V. RANCANGAN PROGRAM PEMBINAAN JALAN
MELALUI POLA KERJASAMA

Untuk peningkatan ruas jalan Pekanbaru-Dumai menjadi mantap dan
dapat melayani arus lalulintas kendaraan yang lewat yang merupakan ruas jalan
Jjalur ekonomi bagi Provinsi Riau, dana yang dibutuhkan untuk program tersebut
sebesar Rp 262,52 Miliyar. Ruas jalan Pekanbaru-Dumai merupakan ruas jalan
nasional yang secara wewenang pembinaannya menjadi tanggung jawab
pemerintah pusat.

Semenjak diberlakukannya ketentuan tentang otonomi daerah, alokasi
dana yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat terutama untuk
sektor transportasi khusus bidang prasarana jalan cukup kecil, sehingga alokasi
dana tersebut hanya bisa untuk kegiatan pemeliharean jalan saja. Pemerintah
Provinsi Riau memiliki jalan nasionai sepanjang 838,58 km dengan kondisi baik
sebesar 65,19 %, sedangkan pada ruas jalan Pekanbaru-Dumai dengan panjang
199 km kondisi baiknya hanya 24,12 %. Ruas jalan Pekanbaru-Dumai banyak
dilalui oleh kendaraan berat dan ierletak pada empat wilayah kabupaten/kota,
yang dalam pembinaannya harus melibatkan pemerintah kabupaten/kota dan
pihak swasta (industri} yang ada di wilayah tersebut. Hal ini mengingat alokasi
dana dari pemerintah pusat tidak mencukupi.

Dalam rangka pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai perlv adanya
model kerjasama antar pemerintahan dan antar pemerintah dengan pihak swasta
(industri) di wilayah tersebut. Ruas jalan tersebut cukup besar pengaruhnya

terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten/kota (Pekanbaru, Siak,
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Bengkalis, dan Dumai), yaitu baik terhadap pemanfaatan potensi sumberdaya

alam maupun manfaat sosial. Ada beberapa model pengelolaan yang baik dalam

kerjasama penanganan ruas jalan Pekanbaru-Dumai yaitu :

a.

5.1

Kerjasama antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi) terkait
dengan keterbatasannya dana APBN untuk jalan, terutama secjak
diberlakukannya ketentuan otonomi daerah.

Kerjasama antar pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten/kota, dalam
rangka mengatasi kekurangan dana pengelola jalan dari APBN. Hal ini
ditujukan untuk menjaga aksesibilitas arus lalulintas Pekanbaru-Dumai.
Kerjasama ini harus didasarkan atas tingkat kemanfaatan yang dapat
dinikmati setiap daerah terhadap keberadaan suatu jalan baik pemanfaatan
sumberdaya alam maupun manfaat sosial, dan didasarkan atas besarmya
luasan wilayah daerah yang terkena dampak akibat jalan, serta berdasarkan
atas pendapatan daerah masing-masing.

Kerjasama pemerintah dengan pihak swasta berdasarkan atas saling

membutubkan dan azas manfaat yang dinikinati oleh kedua belah pihak.

Usulan Alternatif Pola Pendanaan Pembinaan Jalan

Sebelum melakukan pola pendanaan pengelolaan jalan, ada beberapa

kriteria yang harus diperhatikan, yaitu sebagai berikut :

a. Konsep kerjasama pendanaan berdasarkan pada kewenangan suatu

pemerintah terhadap keberadaan suatu jalan. Apabila suatu tingkat
pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dalam penyediaan

infrastruktur suatu jalan maka sumber utama pendanaannya harus berasal dari
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pemerintah tersebut. Sumber-sumber dama lainnya seharusnya merupakan
sumber dana pendukung saja. Bagaimanapun juga, kewenangan ini nantinya
akan fleksibel sesnai dengan kondisi nyata yang ada di masyarakat.

. Kontribusi kerjasama dari masing-masing pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota dapat ditentukan oleh nilai kemanfaatan yang
dapat dinikmati dari keberadaan suatu jalan. Kemanfaatan ini dapat dibedakan
menjadi tiga yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Tingkat kemanfaatan yang
tinggi mempunyai implikasi pada besarnya kontribusi pendanaan dalam
kerjasama nantinya. Sebaliknya jika tingkat kemanfaatan suatu jalan terhadap
suatu daerah rendah, maka implikasi kontribusi pendanaannya juga rendah.
Diantara tingkat tersebut dapat dikategorikan sebagai tingkat kemanfaatan
yang sedang sehingga implikasi kontribusi pendanaannya juga tidak terlalu
besar maupun terlalo kecil.

. Tingkat kemanfaatan yang dinikmati biasanya akan menentukan kepentingan
suatu daerah terhadap keberadaan suatu jalan. Suatu pemerintah tertentu akan
sanpat berkepentingan sekali dengan suatu jalan apabila jalan tersebut berada
di wilayahnya. Tetapt apabila suatu jalan tersebut tidak melewati wilayahnya
maka suatu daerah tertentu tidak terlalu berkepentingan terhadap keberadaan
suatu jalan. Bagaimanapun, daerah tersebut juga akan merasakan manfaat dari
suatu jalan sehingga daerah ini perlu dilibatkan dalam kerjasama pendanaan
suatu infrastruktur jalan.
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d Kerjasama yang terbentuk sedapat mungkin didasarkan pada pemanfaatan
potensi sumberdaya vang dimiliki oleh masing-masing pemerintahan.
Kerjasama dalam hal pendanaan tidak harus selalu berwujud pendanaan
dalam arti finansial. Oleh karena keterbatasan finansial dari suata tingkat
pemerintahan, maka kerjasama pendanaan dapat berwujud pendanaan non-
finansial. Beberapa bentuk kerjasama pendanaan non-finansial antara lain
pemanfaatan sumberdaya lahan, air, bahan baku, dan sumberdaya lainnya.
Sumberdaya tersebut dapat dikonversikan dalam satuan moneter untuk
mengetahui besarmya proporsi kontribusi kerjasama dan suatu pemerintahan.
Kerjasama harus dilakukan dalam konteks kerjasama yang saling
menguntungkan. Kerjasama harus memberikan keuntungan bagi kedua belah
pihak. Tidak ada salah satu pihak yang boleh dirugikan dan suatu kerjasama
tersebut.

Pola pendanaan antar pemerintahan yang terkait dengan ruas jalan
Pekanbaru-Dumai tersebut perlu dilakukan mengingat keterbatasan pendanaan
dari pemerintah pusat. Alternatif pola pendanaan dapat dilakukan dengan
menggunakan dasar pada alokasi dana APBN untuk Provinsi Riau dan
pendapatan daerah (meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan pajak lain-lain) yang diperoleh
dan masing-masing pemerintahan (pemerintah provinsi dan pemerintah
kabupaien/kota. Adapun pendapatan daerah beberapa kabupaten/kota di Provinsi
Riau dapat dilibat pada Tabel 16.
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Tabel 16 Pendapatan Dacrah Beberapa Kabupaten di Provinsi Riau Tahun

2000- 2002
Pendapatan Daerah Per Tahun (Rp x 10°)

Prop/Kab/Kota 060 1 % 2001 % 2002 %
Provinst Riau 640,95 34,34 1.325,13 3894 | 1.950,00; 40,12
Bengkalis . 44030 23,59 1.017,80 2991 [ 144632 2976
Dumai . 217,07 11,63 255,65 7,51 25890 : 5,33
Siak D 490,32 26,27 681,00 20,00 208,22 : 16,63
Pekanbaru 77,17 4,17 123,75 3,64 396,89 . 8,16

Total 1.866,41 | 100,00 3.403,33 100,00 | 4.86033 ¢ 100,00

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Riau, 2003

Dari Tabel 16 di atas, bahwa secara umum pendapatan daerah Provinsi
Riau pada masa otonomi daerah rata-rata naik sebesar 62,58 %. Hal im
menunjtkkan bahwa pembangunan dan tingkat kescjahteraan masyarakatnya juga
meningkat. Pada tahun 2002 Kabupaten Bengkalis memiliki pendapatan daerah
paling besar dibandingkan beberapa kabupaten/kota lain di Provinsi Riau yaitu
sebesar Rp. 1.446,32 milyar, pendapatan daerah lain yaitu Kota Dumai sebesar
Rp. 258,90 milyar, Kabupaten Siak sebesar Rp. 808,22 milyar dan Kota
Pekanbaru sebesar Rp 396,89 milyar. Selain dana pendapatan daerah, Provinsi
Riau juga menerima dana alokasi APBN dari negara. Alokasi dana APBN
Provinsi Riau tahun 2000 hingga tahun 2003 seperti pada Tabet 17 berikut.

Tabel 17 Alokasi Dana APBN Provinsi Riau Tahun 2000- 2003

Tahun Alokasi Dana APBN (Rpx10°) | Perubahan (%) |
2000 200,56
182,04
2001 565,69
31,59
2002 744,37
32,12
2003 983 .46

Sumber : Bappeda Provinsi Riau, 2003
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Dari Tabel 17 di atas, bahwa alokasi dana APBN Provinsi Riau
kecenderungannya mengalami peningkatan rata-rata sebesar 31,86 % sclama
periode tersebut di atas. Dar data di atas, total pendapatan daerah tahun 2002
(penjumlahan PAD, DAU, DAK dan pajak lain-lain) untuk Provinsi Riav dan
masing-masing kabupaten/kota (Bengkalis, Siak, Dumai, dan Pekanbaru) dan
alokasi dana APBN yang diperuntukkan pada Provinsi Riau seperti Tabel 18
berikut.

Tabel 18 Pendapatan Daerah Provinsi Riau Tahun 2002

Sumber Dana Nilai (Rp x 10°) %
APBN 744 37 1328
APBD Provinsi 1.950,00 34,79
APBD Kab/Kota 2.910,33 51,93

Total 5.604.70 100,00

Sumber : Bappeda Provinsi Rigu, 2003

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Riau telah
merancang suatu besaran pola pendanaan dengan didasarkan kepada kemampuan
pendanaan bagi suatu daerah (pemerintahan) dan skala prioritas pembangunan
pada tahun yang bersangkutan. Persentase alokasi dana pengelola jalan disusun
berdasarkan status jalan, dengan ketentuan alokasi dana APBN prioritas jalan
nasional lebih besar dari jalan propinsi, demikian sebaliknya untuk jalan provinsi
pengalokasian dana pengelola jalannya lebih besar dari pada jalan nasional yang
dapat dilihat pada Tabet 19.

Tabet 19 Persentase Alokasi Dana Pengelola Jalan Menurut Status Jalan

di Provinsi Rian
Persentase Alokasi Dana (%)
APBN APBD Propinsi APBD Kab/Kota
Nasional 40 40 20
Provinsi 20 40 20

Sumber : Bappeda Provinsi Rigu, 2003
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Dana pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai melalui Daftar Isian Proyek
(DIP) tahun 2003 dengan target penanganannya 6,0 km peningkatan dan 82,0 km
pemeliharaan dengan total nilai sebesar Rp 9,30 milyar. Alokasi dana pembinaan
ruas jalan ini sangat kecil dibandingkan dengan yang dibutuhkan yaitu Rp 262,52
milyar, sehingga masih terjadi kekurangan sebesar Rp 253,2 milyar. Kondisi imi
menunjukkan tidak terpeliharanya ruas jalan tersebut sehingga mengakibatkan
tingkat kerusakan jalan akan memingkat dan meningkamya biaya operasional
kendaraan.

Untuk mengatasi pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai
tersebut, diperlukan usulan pola pembiayaan pembinaan jalan dan uraiannya
sebagai berikut ;

a. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan rancangan Bappeda Riau.

b. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan pendapatan daerah.

¢. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan persentase wilayah.

d. Pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan kerjasama pemerintah daerah
dan pihak swasta (industri},

a. Pola Pendanaan Pembinaan Jalan Berdasarkan Rancangan Bappeda
Provinsi Riau

Menurut Bappeda Provinsi Riau, ruas jalan Pekanbaru-Dumai merupakan
ruas jalan pasional, maka pembinaan pendanaannya (sesuai Tabel 19) adalah
40 % menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan 40 % menjadi tanggung
jawab pemerintah provinsi, serta 20 % menjadi tanggung jawab pemerintah

kabupaten/kota. Pendistribusian tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota ini
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berdasarkan beban pendanaan peningkatan jalan yang terletak di wilayahnya
masing-masisng (Tabel 15). Contoh perhitungan pola pendanaan pembinaan

jalan menurut Bappeda Provinsi Riau adalah :

1 Peningkatan jalan pada wilayah Pekanbaru . . .. _ ... = 22 km

2 Kebutuhan dana pembinaan . ... ............. (A) =Rp 34,16 x 10°.
3 Pemerintah Pusat 40%........... (By(A)x0,40 =Rp 13,66 x 10°.
4 Pemerintah Provinsi 40%......... (Cy(A)x0,40 =Rp 13,66 x 10°,
5 Pemerintah Kota Pekanbaru . . . . .. (DY=(A)(B+C)) =Rp 6,84 x 10°.

Demikian perhitungannya untuk kabupaten/kota yang lain, sehingga didapat dana
pembinaan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dan
rasio terhadap pendapatan daerah dan PDRB kabupaten/kota seperti Tabel 20.

Tabel 20 Dana Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Rancangan

Bappeda Provinsi Riau
Panjang | Kebutuhan Dana Pembinaan (Rp x 10°)
Kabupaten/ | Jalan Dana
Kota (km) (Rpx10%) APBD | APBD | Rasio | Rasio
APBN Prov. Kab/ | APBD | PDRB
Kota (%) (%)
Pekanbaru 22 34,16 13,66 13,66 6,84 1,72 0,14
Siak 68 73,36 29,34 29,34 14,68 1,82 0,15
Bengkalis 86 140,11 56,05 56,05 28,01 1,94 0,14
Dumai 23 14,89 5,95 5,95 2,9 1,15 0,08
Jumlah 199 262,52 105,00 | 10500 52,52

Sumber : Hasil Olahan

b. Pola Pendanaan Pembinaan Jalan Berdasarkan Pendapatan Daerah
Pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai berdasarkan

pendapatan masing-masing daerah kabupaten/kota (sesuai Tabel 18) adalah

13,28 % menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, dan 34,79 % menjadi

tanggung jawab pemerintah propinsi, serta 51,93 % menjadi tanggung jawab
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pemerintah kabupaten/kota. Pendistribusian tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota ini berdasarkan beban pendanaan peningkatan jalan yang terletak
di wilayahnya masing-masisng (Tabel 15), Contoh perhitungan pola pendanaan
pembinaan jalan berdasarkan pendapatan daerah adalah :

1. Peningkatan jalan pada wilayah Pekanbaru .. ... ... = 22 km
2. Kebutuhan dana pembinasn .. ............... (A) =Rp 34,16 x 10°.
3. Pemerintah Pusat 1328 %... .. .. (By{A)x0,1328 =Rp 4,54 x 10°,

4. Pemerintah Provinsi 34,79 % ... .. (C)=(A)x0,3479 =Rp 11,88 x 10°.

5. Pemerintah Kota Pekanbaru . . . . .. DHABHC)) =Rp 17,74 x 10°.

Demikian perhitungannya untuk kabupaten/kota yang lain, sehingga didapat dana
pembinaan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintab kabupaten/kota dan
rasio terhadap pendapatan daerah dan PDRB kabupaten/kota seperti Tabel 21.
Tabel 21 Dana Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Pendapatan

Daerah
Panjang | Kebutuhan Dana Pembinaan (Rp x 10°)
Kabupaten/ Jalan Dana
Kots (km) (Rpx10%) APBD | APBD | Rasic | Rasio
APBN | Prov. Kab/ | APBD | PDRB
Kota (%) (%)
Pekanbaru 22 3416 4,54 11,88 17,74 4,47 0,38
Siak 68 73,36 9,74 2552 | 38,10 41 0,38
Bengkalis 86 140,11 1861 | 4874 | 72,76 5,03 0,37
Dumai 23 14,89 1,98 5,18 7,73 2,99 0,21
Jumlgh 199 26252 | 34,87 91,32 13633

Sumber ; Hasil Olahan

c. Pola Pendanaan Pembinaan Jalan Berdasarkan Persentase Wilayah
Pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai berdasarkan

persentase wilayah masing-masing daerah kabupaten/kota (sesuai Tabel 13)

adalah 11,0 % dari panjang jalan berada di wilayah Kota Pekanbaru, 34,0 % dari
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panjang jalan berada di wilayah Kabupaten Siak, dan 43,0 % dari pamjang jalan
berada di wilayah Kabupaten Bengkalis, serta 12,0 %nva berada di wilayah kota
Dumai. Contoh perhitungan pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan
persentase wilayah adalah :

1. Total dana pembinaanjalan ................ (A) = Rp 262,52 x 10,
2. Panjang jalan pada wilayah Pekanbaru ........ B) = 22 km (11,0 %)
3. Dana pembinaan di wilaysh Pekanbaru (Cy=(A)x(B) = Rp 28,88 x 10°,

4. Pemerintah Pusat 13.28% .. .... (D)~(C)x0,1328 =Rp 3,84 x 10°.
5. Pemerintah Provinsi 34,79% ... .. (Ey~(C)x0,3479 =Rp 106,05 x 10°.

6. Pemerintah Kota Pekanbaru . . . . .. (FY~C)H(D+E)) =Rp 14,99 x 10°.

Demikian perhitungannya untuk kabupaten/kota yang lain, sehingga didapat dana
pembinaan jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota
berdasarkan persentase wilayah dan rasio terhadap pendapatan daerah dan PDRB
kabupaten/kota seperti Tabel 22.

Tabel 22 Dana Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Persentase
Wilayah Masing-masing Kabupaten/Kota

Persentase | Kebutuhan Dana Pembinaan {(Rp x 10°)
Kabupaten/ | Wilayah Dana

Kota (%) (Rpx10%) APBD | APBD | Rasio [ Rasio
APBN Prov. Kab/ APBD | PDRB

Kota (%) (%)

Pekanbaro 11 28 88 384 10,05 14.99 3,78 0.32

Siak 4 89,26 11,35 3105 46,36 5,74 0,46

Bengialis 43 112,88 14,99 39,27 58,62 4,05 0,30

Dumgi 12 31,50 4,18 10,96 16,36 6,32 0.45

Jumlah 100 262,52 34,86 91,33 136,33

Sumber : Hasil Olahan
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d. Pola Pendanaan Pembinaan Jalan Berdasarkan Kerjasama Pemerintah
Daerah dan Pihak Swasta (Induostri)

Pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai berdasarkan
kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak swasta (industri} yang berada
pada masing-masing kabupaten/kota. Kerjasama ini terutama dityjukan untuk
meringankan beban pemenintah kabupaten/kota dalam pendanaan pembinaan
Jalan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kerjasama ini diasumsikan
masing-masing pihak (pemerintah dacrah kabupaten/kota dan swasta) sebesar
50,0 %. Hal ini didasarkan atas bahwa ruas jalan tersebut berada pada wilayah
daerah kabupaten/kota dan kenyataan lapangan lalulintas kendaraan yang lewat
didominasi oleh kendaraan-kendaraan berat milik perusahaan industri. Contoh
perhitungan pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan kerjasama pemerintah
daerah dan pihak swasta (industri) adalah :

1. Total dana pembinaanjalan ................ (A) = Rp 262,52 % 10°.
2. Dana pembinaan di wilayah Pekanbaru .. .. ... (B) =Rp 34,16x 10°.
3. Pemerintah pusat 1328 %........ (Cy(B)x0,1328=Rp 4,54 x 10°.

4. Pemernintah Provinsi 34,79% . ... .. (D)y=(B)x0,3479=Rp 11,88x 10°.
5. Pemerintah Kota Pekanbaru . (E)=(B}(C+D))x0,5=Rp 887 x 10°.

6. Dana pembinaan oleh Swasta . ......... (F~E) =Rp 8,87x10°.

Demikian perhitungannya untuk kabupaten/kota yang lain, sehingga didapat dana
pembinaan jalan berdasarkan kerjasama pemerintah daerah dan pihak swasta
(industri) serta rasio terhadap pendapatan daerah dan PDRB kabupaten/kota

seperti Tabel 23.
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Tabel 23 Dana Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai Berdasarkan Kerjasama
Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta (Industri)

Kebuiuhan Dana Pembinaan (Rp x 10°)
Kabupaten/ Dana APBD [ APBRD Swasta | Rasio | Rasio
Kota (Rpx 10%) | APBN | Prov. Kab/ (Industi) | APBD | PDRB
Kota (%) (%)
Pekanbaru 34,16 454 | 11,88 8,87 8,87 2,23 0,19
Siak 73,36 974 | 2552 | 19,05 19,05 2,36 0,19
Bengkalis 140,11 1861 | 48,74 | 36,38 36,38 2,52 0,19
Dumai 14,89 198 | 519 3,86 3.86 1,49 0,11
Jumish 262,52 | 3487 | 9133 | 6816 68,16

Sumber : Hasil Olahan

Dari keempat pola pendanaan di atas, secara prinsip perbedaan pola satu

dengan lainnya adalah sebagai berikut :

a. Pola rancangan Bappeda Riau adalah pola yang diterapkan untuk jalan

nasiongl yaitu dana pembinaan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi
masing-masingnya sebesar 40 %, sedangkan sisanya 20 % ditanggung oleh
pemerintah kabupaten/kota.

. Pola rancangan pendapatan daerah adalah pola yang berdasarkan atas
pendapatan masing-masing pemerintah daerah, dan pemerintah pusat tetap
dilibatkar karena merupakan jalan nasional.

. Pola rancangan persentase wilayah yaitu pola yang didasarkan atas persentase
panjang jalan di masing-masing wilayah kabupaten/kota, pemerintah pusat
dan pemerintah provinsi tetap dilibatkan dalam pendanaan.

. Pola rancangan kerjasama pemerintah kabupaten/kota dengan pihak swasta
(industn) yaitu pola yang membagi beban tanggung jawab pemerintah
kabupaten/kota dengan pihak swasta (industri) di masing-masing wilayah
kabupaten/kota yang besarnya sama. Hal ini didasarkan atas pihak swasta

juga menikmati prasarana jalan sebagai penunjang kegiatan usahanya.
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Secara umum perbandingan keempat pola pendanaan tersebut seperti pada
Tabel 24.

Tabel 24 Rancangan dan Komposisi Pendanaan Ruas Jalan Pekanbaru-Dumai

Komposisi Pendanaan den Persentase (%)

No. Rancangan Pemerintah | Pemerintah | Pemerimah | Swasta | Keterangan
Pusat Provinsi Kab/Kota | (Industri)
1 | Bappeda Riau 40.000 40.000 20.000 -
2 | Pendapatan Daerah 13.280 34.790 51.930 -
% panjang
3 | Persentase Wilayah 13.280 34,790 51.930 jalan

4 Pemesintah-Swasta 13.280 34.790 25.965 25965 |
Sumber : Hasil Olahan

Berdasarkan atas hasil alternatif pola pendanaan pembinaan jalan
Pekanbaru-Dumai tersebut di atas, dan atas dasar telah diberlakukannya
ketentuan otonomi dacrah, maka peran daerah kabupaten/kota lebih menentukan
dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakatnya. Hal ini
disebabkan pada masa sebelum beriakunya ketentuan otonomi daerah (kondisi
existing), pendanaan pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai relatif kecil tidak dapat
menangani seluruh panjang jalan tersebut. Dari keempat pola pendanaan
pembinaan jalan tersebut, pola rancangan Bappeda Provinsi Rian lebih
menekankan peran pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dengan rasio
terhadap APBD dan PDRB kabupaten’kota cukup kecil, sedangkan pola
pendanaan pembinaan jalan berdasarkan pendapatan masing-masing daerah dan
kerjasama pemerintah daerah dengan pihak swasta (industri) yang lebih sesuai
untuk pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai saat sekarang dengan
rasio terhadap APBD dan PDRB kabupaten/kota diatas pola Bappeda, karena

sesuai dengan otonomi daerah bahwa peran daerah harus lebih menentukan dan



74
begitu juga dengan pihak swasta (industri) yang menikmati dengan adanya ruas
jalan tersebut.

Usulan aiternatif pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumat yang
lebih baik adalah pola pendanaan pembinaan jalan berdasarkan kerjasama
pemerintah daerah dengan pihak swasta (industri) dengan tetap melibatkan
pemerintah pusat sebagai yang wewenang dalam pembinaan ruas jalan nasional.
Untuk meringankan beban masing-masing pihak, maka pengelolaaan pembinaan
jalan Pekanbaru-Dumai direncanakan selama lima tahun dengan pembobotan
setiap tahunnya sebesar 20,0 %. Pola pendanaan pembinaan jalannya adalah
12,38 % menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah provinsi sebesar
34,79 %, dan 51,93 % tangpung jawab pemerintah kabupaten/kota yang dibantu
dengan pihak swasta. Pembobotan pendanaan pembinaan jalan tersebut seperti
Tabel 235.

Tabel 25 Pembobotan Dana Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai

Tahun dan Pembobotan P
Pemerinishan 1 I 11 v v (%)
200% | 200% | 200% | 20,0% | 20,0%
Pemerintah Pusat 2,656 2,656 2,656 2,656 2,656 13,28
Pemerintah Provinsi 6,958 6,958 6,958 6,958 6,958 3479
Kota Pekanbaru 0,676 0,676 0,676 0,676 0,676 3,38
Kabupaten Siak 1,452 1,452 1,452 1,452 1,452 1,26

Kabupaten Bengkalis 2,772 2,11 2,772 2,772 2,772 13,86

Kota Dumai 0,294 0,294 0,294 0,254 0,294 1,47
Swasta (Industri) 5192 5,192 5,192 5,192 5,192 25,96
Jumigh 200 20,0 20,6 20,0 200 1000

Sumber : Hasil Olahan
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Berdasarkan data Tabel 25 di atas, maka besarnya dana pembinaan jalan
Pekanbaru-Dumai masing-masing pihak setiap tahunnya seperti Tabel 26.
Tabel 26 Pendanaan Pembinaan Jalan Pekanbaru-Dumai Selama Lima Tahun

Kebutuhan
Pemerintahan Dana Dana Pembinaan per-Tahun (Rp x 10%)
(Rp x 10°) I il m v vV
Pemerintah Pusat 34,87 6,97 6,97 6,97 6,97 6,97
Pemerinizh  Provinsi 91,33 18,27 18,27 18,27 18,27 18,27
ta Pekanbaru 8,87 1,77 1,77 1,77 1,77 1,77
upaten Siak 19,05 3,81 3,81 3,81 3,81 3,81
upaten Benghkalis 36,38 7,28 7,28 7,28 7,28 7,28
ota Dumai 3,86 0,77 0,77 0,77 0,77 0,77
ISwasta (Industri) 68,16 13,61 13,63 13,63 13,63 13,63
Jumigh 262,52 52,50 52,50 32,50 52,50 52,50

Sumber : Hasil Olahan

Berdasarkan data Tabel 26 di atas, pendanaan pembinaan jalan
Pekanbaru-Dumai  melibatkan semua pihak yang terkait dengan waktu
pelaksanaannya selama lima tahun, sehingga pendanaan yang harus ditanggung
oleh masing-masing pemerintah kabupaten/kota setiap tahunnya yaitu Kota
Pekanbaru sebesar Rp 1,77 milyar (0,45 % APBD atau 0,04 % PDRB Kota
Pekanbaru), Kabupaten Siak Rp 3,81 milyar (0,47 % APBD atau 0,04 % PDRB
Kabupaten Siak), dan Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 7,28 milyar (0,50 %
APBD atau 0,04 % PDRB Kabupaten Bengkalis), serta Kota Dumai sebesar
Rp 0,77 milyar (0,30 % APBD atau 0,02 % PDRB Kota Dumai). Dana
pembinaan ruas jalan Pekanbarp-Dumai yang terbesar diantara keempat
kabupaten/kota tersebut adalah pemerintah Kabupaten Bengkalis, hal ini
disebabkan antara lain disamping pendapatan daerahnya besar juga disebabkan

oleh panjang jalan di wilayah tersebut juga besar (43,0 %) vang Kondisi
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kerusakan jalanmya cukup parsh dengan tingkat penanganannya peningkatan,
sedangkan untuk kota Pekanbaru dan kota Dumai dengan panjang jalanmya
samping sama, dana pembinaan jalan kota Pekanbaru lebib besar dari pada kota
Dumai. Hal ini disebabkan kondisi kerusakan jalan di wilayah kota Pekanbaru
cukup parah dengan tingkat penanganannya peningkatan, sedangkan kondisi
kerusakan jalan di wilayah kota Dumai cukup dengan pemeliharaan berkala saja.

5.2 Kelembagaan Pembinaan Jalan

Pelaksanaan pendanaan pembinaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai yang
melibatkan semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan pihak swasta), diperlukan suatu kelembagaan/kebijakan yang
dapat mengaturnya agar tujuan yang dikehendaki dapat tercapai. Kebijakan yang
dimaksud antara lain adalah :

a. Penyusunan struktur organisasi yang melibatkan unsur pemerintahan
provinsi, pemerintahan kabupaten/kota, dan pihak swasta (industri) dari
masing-masing wilayah kabupaten/kota. Kelembagaan ini harus sesuai
dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pihak.

b. Dalam kelembagaan ini pemerintah provinsi sebagai koordinator program
baik perencanaan penanganan jalan, pelaksanaan pekerjaan, maupun biaya
konstruksi jalan.

¢. Adanya kegiatan sosialisasi ke pemerintahan kabupaten/kota dan pihak
swasta tentang pendanaan ruas jalan Pekanbaru-Dumai, dengan tjuan semua
pihak dapat memahami tentang pentingnya fungsi prasarana jalan yang dapat

meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
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d. Adanya tindakan kesepakatan bersama terutama bagi pemerintahan provinst,
pemerintahan kabupaten/kota, dan pihak swasta yang dipertegaskan dalam
bentuk peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing
pemerintahan daerah dapat mengalokasikan dana pembinaan jalan tersebut
setiap tahunnya selama lima tahun.
¢. Diharapkan adanya peran pemerintah kabupaten/kota dalam mengingatkan
pihak swasta untuk mengalokasikan dana pembinaan jalan tersebut setiap
tahunnya selama lima tahun.
f. Pelaksanaan kegiatan pengananan ruas jalan Pekanbaru-Dumai dilaksanakan
selama lima tabun, dengan tingkat penanganan dan pendanaan yang tidak
sama tiap kabupaten/kota sesuai dengan tanggungjawabnya dibawah

koordinasi pemerintah provinsi.



V1. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan
Dari hasil penelaahan kajian tentang pola pendanaan pembinaan jalan

Pekanbaru-Dumai, maka dapat disimpulkan antara lain :

a. Kerusakan ruas jalan Pekanbaru-Dumai mengakibatkan kenaikan biaya
perjalanan kendaraan sebesar Rp 27.448,00 per-kendaraan setiap harinya.

b. Untuk pembangunan/peningkatan ruas jalan Pekanbaru-Dumai ke kondisi
baik/mantap, dibutuhkan pendanaan sebesar Rp 262,52 milyar dengan
program penanganan peningkatan jalan sepanjang 141 km, pemeliharaan
berkala 23 km, dan pemeliharaan rutin sepanjang 35 km.

c. Untuk mengatasi pendanaan pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai yang cukup
besar tersebut, diperlukan model kerjasama pola pendanaan yang melibatkan
semua pihak (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah
kabupaten/kota, dan pihak swasta/industri). Pola pendanaannya dilakukan

atas pendapatan masing-masing daerah, dengan komposisi pendanaan sebagai

berikut ;

e Pemerintahpusat ... .................... ... = 1328 %
e Pemernintahprovinsi ... ... ... ... . . .. ..... .. = 3479 %
s Pemerintah kabupaten/kota . ... ... .. ... .. .. .. = 25965 %

* Pihak swasta (industri) . ..., .. ... ... .. .. 25,965 %,

dengan setiap tahunnya beban Kota Pekanbaru sebesar Rp 1,77 milyar
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(045 % APBD atau 0,04 % PDRB Kota Pekanbaru), Kabupaten Siak
Rp 3,81 milyar (0,47 % APBD atau 0,04 % PDRB Kabupaten Siak), dan
Kabupaten Bengkalis Rp 7,28 milyar (0,50 % APBD atau 0,04 % PDRB
Kabupaten Bengkalis), serta Kota Dumai sebesar Rp 0,77 milyar (0,30 %

APBD atau 0,02 % PDRB Kota Dumai).

Saran

Dari hasil kesimpulan, penulis mencoba memberikan masukan yang

berupa sumbangan saran/pikiran antara lain :

a.

Pendanaan pembinaan jalan Pekanbaru-Dumai sebatknya dilaksanakan dalam
waktu lima tahun dengan bobot setiap tahunnya sebesar 20,0 % dari
kebutuhan total dana sebesar Rp 262,5 milyar.

Untuk dapat terlaksananya pendanaan pembinaan jalan ini, dibarapkan
adanya suatu keputusan/kesepakatan atau peraturan dacrah dan pemerintah
Provinsi Riau sebagai koordinator untuk pemprograman penanganan setiap
tahunnya, serta dapat mengingatkan pemerintahan kabupatenv/kota agar setiap
tahunnya mengalokasikan dana pembinaan jalan imi pada anggaran APBD.
Disamping itu diharapkan peran pemerintahan kabupaten/kota dalam usaha
mengajak pihak swasta (industri) yang ada di wilayahnya dalam keterlibatan
pendanaan pembinaan jalan ini, yang kemudian dapat diatur dalam bentuk
kesepakatan bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan pihak swasta

(industri).
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Lampiran 1 : Volume Lalulintas Harien Kendaraan Tabun 2002 dan Perhitungan
Biaya Operasi Kendaraan (BOK)

A. Volume Lalulintas Harian Kendaraan

Volume lalulintas harian kendaraan yang melewati ruas jalan Pekanbaru-
Dumai Tahun 2002 seperti pada Tabel A.
Tabel A. Volume Lalu Lintas Harian (Kendaraan/Hari) Tahun 2002

Voltme Lalulintss Total
Ruas ‘Ardh ke Dumnai Arah ke Pekanbaru Total 2 Arah Dua
[ [ M, | Dg |Tomt | 1 | 0] g |Toml | 1 O, & 0 | Amh

N :
Sp. Kilim— Dumai 21 37| 3 31§ 39 38 749 64| 761 722 | 1442
Sp. Kulim - Duri 851233 [ 1104 21 6L 227 900 1819 1542} 460, 2003 | 4005
Dui — Kandis 3.0%6 640 | 2119 6699 4711 559 1538 6RA3 B647] 1233] 3657 | 13538
Kandis- Petapshan 1909] 760 | 2525 5194 2050 676 2100 4835 3968 1436 . 4625 | 10029
Petapahen— Minas 14641 591 | 1587 3643 1571 823 1860 4359 3036] 1414 | 3447 | 7897
Minas—Pekanbaru 2759] 365 | 1207 4421 2961] 465 1163 43593 57201 839 2462 | 0013
Total 23557] 5458 | 16016 | 45931

Sumber ; Bappeda Riau, 2003

Catatan : - Golongan I  : Kendaraan Pribadi
- Golongan IIA : Kendaraan Bus
- Golongan IIB  : Kendaraan Truk

Pada Tabel A tersebut dapat dilihat bahwa ruas jalan Pekanbaru-Dumai
relatif cukup padat. Jumlab kendaraan yang melalui ruas Jalan Pekanbaru-Dumai
pada tahun 2002 mencapai 45.931 kendaraan per hari yang terdiri dari 23.557
kendaraan pribadi {golongan I}, 5458 kendaraan bus (golongan Il,) dan 16.916
kendaraan berat/truk (golongan !g).

B. Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK)

Perhitungan Biaya Operasi Kendaraan (BOK) pada penelitian ini
menggunakan dasar pada Metode Pasific Consultants International (PCI) dalam
LAPI-ITB {1996). Adapun langkah-langkah perhitungan menggunakan metode
tersebut dengan kecepatan rencana 60 km/jamn sesuai dengan rencana kecepatan
ruas jalan ini sebagai berikut :

1. Menghitumg Faktor Komponen BOK untuk Gol. I seperti berikut :

a. Faktor Konsumsi Bahan Bakar (Fbb)
Fbb = (0.05693 x 60%) — (6.42593 x 60) + 269.18567 = 88.57787
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b. Faktor Konsumsi Minyak Pelumas (Fmp)
Fmp = (0.00037 x 60%) — (0.04070 x 60} + 2.20403 = 1.05403

¢. Faktor Konsumsi Ban (Fkb)
Fkb = (0.000848 x 60) — 0.0045333 = 0.048547

d. Faktor Biaya Suku Cadang (Fbc)
Fbe = (0.0000064 x 60) + 0.0005567 = 0.0009407

¢. Faktor Biaya Tenaga Kerja (Fbk)
Fbk = (0.00362 x 60) + 0.36267 = 0.57987

f Faktor Depresiasi (Fdp)
Fdp = 1/(2,5 x 60) + 125 = 0.003636

g. Faktor Bunga Modal (Fbm)
Fbm = 150/500 x 60 = 0.005

h. Faktor Asuransi (Fas)
Fas = 38/500 x 60 = 0.0012667

. Menghitung Biaya Operasi Kendaraan (BOK)
Data harga satuan, seperti harga satuan bahan bakar dan lain-lain, pada
perhitungan berikut ini diperoleh dari survei oleh penuiis di lapangan.
a. Konsumsi Bahan Bakar
= Fbb x Jarak x harga satuan Bahan Bakar / 1000
= $8.57787 x 1 ki x 1810/1000 = Rp. 160.33
b. Konsumsi Minyak Pelumas

Fmp x Jarak x harga satuan Pelumas / 1000
1.09403 x 1 km x 17500 / 1000 = Rp. 19,15

(|3

c. Konsumsi Ban
= Fkb x Jarak x harga satuan Ban / 1000
= (.0485547 x 1 km x 325.000 / 1000 = Rp. 15,06

d. Biaya Suku Cadang
Fbe x Jarak x harga kendaraan terdepresiasi / 1000
0.000947x1 kmx(65.000.000x0.003636)/1000 = Rp. 0,22

([

e. Biaya Tenaga Kerja
Fbk x Jarak x harga upah Mekanik per jam / 1000
0.57987 x | km x 7500 / 1000 = Rp. 4,35

i1



f. Depresiasi
Fdp x jarak x 0,5 Harga Kendaraan Terdepresiasi / 1000
0.003636x1 km x0,5x(65.000.000x0.003636)/1000= Rp. 0,43

(|3

g. Bunga Modal
Fbm x Jarak x 0,5 x harga kendaraan terdepresiasi / 1000
0,005 x 1 km x 0,5 (65.000.000x0,003636) / 1000 = Rp. 0,59

b H

h. Asuransi
Fas x Jarak x 0,5 x harga kendaraan terdepresiasi / 1000
0,0012667x1 kmx 0,5x(65.000.000x0.003636)/1000=Rp. 41,17

o

Berdasarkan hasil perhitungan di atas dapat dilihat bahwa Total Biaya
Operasi Kendaraan (BOK) untuk golongan I sebesar Rp. 241,29 per km. Secara
lebih lengkap, perhitungan total BOK untuk masing-masing golongan dapat
dilihat pada lampiran 5, 6, dan lampiran 7, sedangkan ringkasan hasil
perhitungannya dapat diiihat pada Tabel B.

Tabel B. Hasil Perhitungan BOK untuk Masing-Masing Golongan

Kendaraan
Kecepatan BOK untuk Ruas Pekanbaru—Dumai (Rp./Km)
Km/jam Golongan 1 Golongan I, Golongan 1lp
30 349,41 207,16 943,53
40 284,37 744,38 759,73
50 249,75 663,21 664,36
60 24129 662,29 655,49
70 257,18 741,05 732,28
80 296,50 899,20 89431
90 358,73 1.136,56 1.141,35
100 443,58 1.453,06 1.473,26
110 550,85 1.848,62 1.889,96
120 680,41 2.323,20 2.391,38

Sumber : Hasil Olahan

Tabel B menunjukkan bahwa Biaya Operasi Kendaraan (BOK) untuk
masing-masing golongan yaitu golongan I, golongan Il, dan golongan Il sangat
bervariasi untuk setiap kecepatan. Dari hasil perhitungan BOK tersebut dapat
dihitung besaran biaya perjalanan dari Pekanbaru menuju Dumai dengan jarak

tempuh 199 Km dan dengan volume lalulintas setiap golongan dengan kecepatan
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60 Km/jam sesuai rencana untuk ruas jalan Pekanbaru—Dumai. Hasil perhitungan
BOK pada ruas jalan Pekanbaru-Dumai dapat dilihat pada Tabel C.

Tabel C. Biaya Operasi Kendaraan (BOK) pada Ruas Jalan Pekanbaru—Dumai
secara Teoritis

Gol, Panjang Lalu lintas Harian | Kecepatan/ BOK Jumlsh Biaya
Ruas Rata-rata / hari Jam (Rp.) (Rp.)
I 199 23.557 60 241,29 1.131.129.637,47
1, 19% 5.458 60 662,29 719.340.985,18
Lip 199 16.916 60 655,49 | 2.206565.499,16
Total 4.057.036.121 81

Sumber : Hasil Olahan

Tabel C menunjukkan bahwa biaya perjalanan Pekanbaru menuju Dumai
dengan kecepatan rencana adalah Rp. 4.057.036.121,81. Namun, pada kondisi
saat ini dari Pekanbaru menuju Dumai hanya dapat ditempuh dengan kecapatan
rata-rata untuk kendaraan golongan 1 dan kendaraan golongan Il4 adalah 40
Km/jam, sedangkan untuk kendaraan berat/truck atauw kendaraan golongan [lg
hanya lebih kurang 30 km/jam dengan BOK pada Tabel D.

Tabel D. Realisasi Biaya Operasi Kendaraan (BOK) pada Jalan Pekanbaru-

Gol. Pg;ﬁg?l Lalu lintes Harian | Kecepatan/ |  BOK Jumish Biaya
Ruas | Rata-rata/ hari Jam (Rp.) (Rp.)
I 199 23557 40 28437 |  1333.081.91391
I 199 5.458 40 744,38 808.502.381,96
By 199 16916 30 94353 |  3.176.189.942,52
Total 5317.774.238,34

Sumber : Hasil Olahan

Hasil perhitungan pada Tabel D menunjukkan bahwa biaya perjalanan
Pekanbaru menuju Dumai adalah Rp. 5.317.774.238 34, hal ini discbabkan oleh
kondisi ruas jalan yang rusak. Kondisi tersebut menyebabkan dampak negatif
yaitu penambahan biaya perjalanan yang ditanggung oleh masyarakat pengguna
jalan sebesar 31,07 %.



Lampiran 2. Perhitungan Komponen Operasi Kendaraan Golongan. | (per. 1.000 Km)

Konsumsi Konsumsi | Konsumsi | Biaya Pemeliharaan

Kece- Bahan Minyak Ban Suku Tenaga | Deprisiasi [ Bunga | Asuransi
patan Bakar Pelumas Cadang Kerja Modal
(Fbb) {Fmp) (Fkb) (Fbe) {Fbk) (Fdp) (Fbm) (Fas)

i
5 238.470270 | 2.008780 (0.000293) | 0.000589 | 0.380770 | 0.007273 | 0.080C0C | 0.015200
10 210.619370 | 1.834030 0.003847 | 0.000621 | 0.398870 0.006867 | 0.030000 | 0.007800
20 163.438070 | 1.538030 0012427 | 0.000685 | 0.435070 | 0.005714 | 0.015000 | 0.003800

0.005333 | 0.012000 | 0.003040

15 185805870 | 1.678780 0.008187 | 0.000853 | 0.416970 | 0.008154 | 0.020000 | 0.005067
25 144,118670 | 1.417780 0.018867 | 0.000717 | 0.453170 |
¢

30 127.644770 | 1.318030 0.020007 | 0.000740 | 0.4T1270 ©0.005000 | 0.010000 | 0.002533
35 114.017370 | 1.232780 0.025147 | 0.000781 | 0.489370 ' G.004708 | 0.008571 | 0.002171
& 103.236470 | 1.168030 0.020387 | 0.D00813 | 0.507470 ; D.004444 | 0.007500 | 0.001900
45 85302070 | 1.121780 0.033627 | 0.000845 | 0.525570 | 0.004211 | ¢.008867 | 0.001689

50 | 90.214170 | 1.0D4020 0.037867 | 0.000877 | 0.343670 | 0.004000 | 0.008000 | 0.001520

&

87.972770 | 1.084780 0.042107 | 0.000808 | 0.561770 | 0.003810 | 0.005455 | 0.001382
L 88 577870 | 1.0940%0 0.044347 | 0.000041 | 0.579870 | 0.003838 | 0.005000 | 0.001207
85 92029470 | 1.121780 0.050587 | 0.000973 | 0.597070 : 0.003478 | 0.004815 | 0.001168
70 98.327570 | 1.168030 0054827 | 0.001005 | 0.616070 | 0.003333 | 0.004286 | 0.001086
75 107.472170 | 1.232780 0.059087 | 0.001037 | 0.634170 | 0.003200 | 0.004000 | 0.001013
80 119.483270 | 1.316030 0.063307 | 0.001069 | 0852270 | 0.003077 | 0.003750 | D.000950
85 134.300870 | 1.417780 0.087547 | 0.001101 | 0.8670370 | 0.002963 | 0.003528 | 0.000864
20 151.884970 | 1.538030 0.071787 | 0.001133 | 0.688470 | 0.002857 | 0.003333 | 0.000644
85 172.515570 | 1.676780 0076027 | 0.001185 | 0.706570 | 0.002759 | 0.003158 | 0.000800
100 | 195.892670 | 1.834030 0.080267 | 0.001197 | 0.724870 | 0.0026687 | 0.003000 | £.000760
105 | 222118270 | 2.008780 0.084507 | 0.001228 | 0.742770 | 0.002581 | 0.002857 | 0.000724
110 | 251.188370 | 2.204030 0.088747 | 0.001261 | 0.760870 | 0.002500 | 0.002727 | 0.0006%1

115 | 283102870 | 2.416780 0.092087 | 0.001203 | 0.778870 | 0.002424 | 0.002809 | 0.000861

120 | 317.8686070 | 2.648030 0.097227 | 0.001326 | 0.797070 . 0.002353 | 0.002500 | 0.000833
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Konsumei Konsumsi | Konsumsi Biaya Permeliharaan
Kece- Behan Minyak Ban Suku Tenaga Deprisiasi Bunga Asuransi
patan Bakar Pelumas Cadang Kerja Modai
(Fbb) {(Fmp) {Fib} {Fhe) {Fok) {Fdp} (Fbm) (Fas)
5 $39.434740 12126050 | (0.000388) | 0.002255 | 2.082880 | 0.002020 | 0.011867 i 0.000487
10 | 734.920240 11.062150 | 0.0057689 | 0.002421 | 2.208430 | 0.001852 ; 0.005833 | 0.000233
15 £41.269740 10.102750 | 0.011967 0.002567 | 2.323980 | 0.001709 | D.003889 | 0.000156
20 558.456240 9.247850 0.018145 0.002753 | 2.439530 | 0.001587 | 0.002817 | 0.000117
25 488.488740 B.497450 0.024323 0.002818 | 2.555080 | 0.001489 | 0.002333 | 0.000083
30 | 425.307240 7851550 | 0.030501 | 0.003085 | 2.670630 | 0.001389 | 0.001944 | 0.000078
35 375.001740 7.310150 | 0.036679 0.003251 | 2.786180 | 0.001307 | 0.001887 | 0.000067
40 335.662240 6.873250 | 0.042857 0.003417 | 2.801730 | 0.001235 | 0.001458 | 0.000058
45 307.078740 6.540850 0.049035 0.003583 | 3.017280 | 0.001170  0.001286 | 0.000052
50 | 289.341240 8.312050 | 0.055213 | 0.003746 | 3.132830 | 0.001111 | D.001187 . 0.000047
55 282.449740 6 188550 0.061391 0.003815 | 3.248380 | 0.001058 | 0.001051 0.000042
60 266.404240 &.170850 0.06756% 0.004081 | 3.363930 | 0.001610 | 0.000972 l 0.000039
85 304.204740 6.256250 0.073747 0.004247 | 3475480 | 0.000086 | 0.000897 | 0.000036
0 326.851240 6.446350 | 0.079925 0.004413 | 3.595030 | 0.000926 | 0.000833 | 0.000033
75 353.343740 8.740850 0.088103 0.004579 | 3.710580 | 0.000889 | 0.000778 | 0.000031
80 410.682240 7.140050 | 0.092281 0.004745 | 3.828130 | 0.D0DB5S | 0.000720 | 0.000029
85 488.868740 7.843650 0.098458 0.004511 | 3.941680 | Q.000823 | 0.000886 | C.000027
80 537.897240 8251750 0.104637 0.005077 | 4.057230 | 0.000794 | 0.000848 | C.000026
95 B17.773740 0.964350 0.110815 0.005243 | 4.172780 | 0.000766 | 0.000614 | 0.000025
100 | 708.466240 9.781450 0.116993 0.005409 | 4288330 | 0.00074t | 0.000583 | D.000023
105 | £10.064740 10.703080 | C.123171 G.O05575 | 4.403880 | 0.000717 | 0.000556 | 0.000022
110 | 922478240 11.729150 | 0.129349 0.005741 | 4519430 | 0.000884 | 0.000530 | 0.000021
116 | 1,046.730740 | 12859750 | 0.135527 0.005007 | 4634980 | 0.000673 | 0.000507 . 0.000020
120 | 1,179.846240 | 14.094850 | 0.141705 0.008073 | 4750530 | 0.000854 | 0.000486 i 0.000019
!
I
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Lampiran 4. Perhitungan Komponen Operasi Kendaraan Golongan. lly (per. 1.000 Km)

Konsumsi Konsumsi | Kensumsi | Biaya Pemeliharasn
Kece- Bahan Mirmyak Ban Suku Tenaga | Deprisiasi Bunga Asuransi
patan Dakar Pefumas Cadang Kerja Modal
(Fbb} {Fmp} {Fkb} {Fbc) {FbX) {Fdp} (Fbm} {Fas)
) 832312820 11.000610 | 0.001843 | 0.001636 | 1.287550 | 0.003030 | 0.017500 | 0.007117
10 727.585720 10.047360 | 0.009620 | 0.001731 | 1.383100 [ 0.002778 | 0.008750 | 0.003558
15 | 633.857020 9178110 | 0.017308 | 0.001827 | 1.438650 | 0.002564 | D.005833 | 0.002372
20 550.496820 8.401880 0.025173 | 0.001822 | 1.514200 | 0.002381 | 0.004375 | 0.001779
25 478.1158120 T.718810 0.032048 | 0.002018 | 4.588750 | 0.002222 | 0.003500 | 0.001423
0 418.511920 7.128380 | 0.040726 | 0.002113 | 1.885300 | 0.002083 | 0.002917 | 0.001186
35 385.887220 B.631410 | 0.048502 | 0.002200 | 1.740850 | 0.001961 | 0.002500 | 0.00117
40 325.641020 6.226880 | 0.058279 | 0.002304 | 1.815400 | 0.001852 | 0.002188 | 0.000890
45 256.373320 5.915810 0.064055 | 0.002400 | 1.891850  0.001754 | 0.001944 | 0.000791
S0 | 277.884120 | 5807380 | 0.071832 | 0.002495 | 1.967500 | 0.001087 | 0.004750 | 0.000712
55 270.173420 5572110 | 0.079608 | 0.002561 | 2.043050 | 0.001587 | 0.001591 | 0.000847
80 273.241220 5.530860 | 0.087385 | 0.002086 | 2.118600 | 0.001515 | 0.001458 | 0.000383
a5 287.087520 5.600610 0005161 | 0.002782 | 2.194150 | 0.001448 | 0.001348 | 0.000547
70 311.712320 5.754380 0.102838 | 0.002877 | 2.269700 | 0001380 | 0.001250 | 0.000508
75 347.115620 6001190 | 0.110714 | D.002073 | 2.345250 | 0.001333 | 0.001187 | 0.000474
80 393.267420 6.340860 | 0.118491 | 0.003068 | 2.420800 | 0.001282 | 0.001084 | C.000445
85 450.257720 8773610 | 0.128267 | 0.003164 | 2.496350 | 0.001235 | 0.001028 | 0.000419
a0 517.996520 7.299360 0.134044 | 0.003250 | 2.571800 | 0.001180 | 0.000072 | 0.000355
a5 596.513820 7818110 0.141820 | 0.003355 | 2.647450 | 0.001149 | 0.000821 | 0.000375
100 | 685.800620 8.829880 0.149587 | 0.003450 | 2.723000 | 0.001111 | 0.000875 | 0.000358
105 | 785.883820 9.434610 0.457373 | (.003546 | 2798550 | 0.001075 | 0.000833 | 0.000334
110 | 896.738720 10.4323680 | 0.185150 | 0.003641 | 2874100 | 0.001042 | 0.000785 | 0.000323
115 1,018.368020 | 11.323110 | 0.172928 | 0.003737 | 2.948650 | 0.001010 | 0.000761 | 0.000308
120 1,150.777820 | 12.406860 | 0180703 | 0.003832 | 3.025200 | 0.000880 | 0.000729 | 0.000297
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Lampiran 5. Perhitungan Bisya Operasi Kendarsan per km pada Ruas Jalan Pekanbaru-Oumai Golongan |

Konsumei | Konsumsi | Konsumsi | Biaya Pemelibarsen | Owpre- | Bunga | Asuransi Total Total
Kece- | Bahan Minyak Ban Subw Toraga | siasi | Modal BOK BOK
patan Sakar Polumas Caxdang Keng
(Rp} (Rp) (Rp) £yl {Rp) i U] {Fp) {Fp) (Rpfen) (Rp)
3 43165 »%I7 0.28 2.86 1.72 1418 49400 | 97976 184.971.68
10 BL2 210 128 027 19 144 650 4700 | 672.80 133,888.04
15 33595 29.34 268 0.26 313 123 400 18487 | 541.24 107,708.15
2 5.0 2082 4.04 025 kY. 1.08 279 12350 | 457.64 H.071.00
% 260.86 4M 542 025 340 | 092 208 9680 | 29653 78,910.32
0N 3104 .03 67 o 35 | oM 163 8233 | 3WH 68,532.77
B 20637 Fak- 817 0.4 kL) 0 1.3 1057 1 1263 62.212.16
Ly 1.8 2044 955 0.3 as 0.64 1.08 6175 | 8437 56,508.70
45 172.50 19.63 0493 023 34 | 058 08t 5480 | 28381 s24:1 7
50 163.29 19.15 123 o3 408 | 052 018 040 | 2875 4069932
B 159.23 1898 13.68 0.23 4.2 047 0.68 4m | 24239 482629
80 160.33 19.15 15.08 a2 4% |04 0.5¢ 1.1 | 2029 48.mM7.28
66 166.57 18.683 16.44 o022 448 0B 0.52 B0 | 4626 48,008.69
70 177.97 0.4 17.82 o2 462 0.3 0.48 TR 51,179.10
75 194.92 157 18.20 0 478 0.33 042 ROZ | 2396 54,515.86
80 2823 palic) 2057 oA 48 0.31 0.38 088 | 20650 50,002 94
24308 2484 21985 o 50 |09 0.34 2006 | T 64,629 66
275.00 6.9 2333 0.2t 516 027 0.34 4 | 3BRT3 71,387.70
LB 2034 241N o 5% 025 028 2600 | 30834 19.270.47
100 3457 210 2809 0.1 54 023 0.26 2470 | 44358 80.272.72
165 402.03 BT 746 0.H 557 o 024 2352 | 49442 98,380.18
110 454.65 17 .84 620 57 020 022 2245 | 5%0.85 109.619.39
115 512.42 229 30.22 020 B4 | 018 02t 2143 | 61295 121,957 44
120 515.3 48.34 Neo 0.2 5.08 0.18 0140 2056 | 680.41 135,401 .98




Lampiran 6. Wmmmwmuﬁmmmm-mwm

Kovsumsi | Korsumsi | Konsumei | Biaya Pemeltareen | Depre- | Bunga | Asunsi | Total Total
Kece- Bahan WMinyak Ban Suku Tennga siasi Madal BOK BOK
patan Bakar Pelumnas Cadang | Kenja

(Rp) )] (Rp) {Rp) {Re) Fp) | (Fp) | (Rl | (Rofkm} Ry}
] 1.306.07 2122t {023 | 298 1570 1.33 7.66 | 15187 1,776.35 | 35349081
L 1,212.63 193.58 347 | 200 16.56 1.4% 38 | 583 150063 | 00.416.50
13 1,068.10 178.80 7.48 | 287 1743 0.85 216 . 5056 1,316.04 | 26189270
20 92145 181.84 1080 ;284 18.30 0.82 150 | 37.82 1,155.55 | 220968534
25 B02.71 148.71 5 |28 18.16 on 112 | 0.3 1,020.15 1 203,009.64
b .86 137.40 180 | im 2003 0.03 08 | 2528 0718 | 180,524.07
K. 618.80 127.93 20 | 276 20.80 0.58 071 | 2187 81543 | 162,269.85
Ly S55.04 120.28 #®BT | 1T A .50 0% | 1898 T38| 1413219
45 506.68 it4 46 2042 212 28 0.44 0.48 | 16.85 683.71 138,048.04
0 T4 110.48 BB | AN 350 0.40 042 i 1517 663.21 13197094
55 456.04 108.32 3683 | 269 24.5% 0.38 0.3 1 1378 852.77 128,900.50
L 42257 107.99 4054 | 268 Aan b <] 0.32 | 1254 86220 | 13,9842
65 496.99 108.48 45 | 267 26.10 .30 028 | 1187 691,74 | 13765642
T 5%.% 1"W28 4796 | 2.88 2608 028 025 | 1083 105 | 14740042
75 509 52 N7.97 5186 | 265 a8 0.28 0.22 | 1011 810.29 161,232.47
80 a1 83 124.95 65371 | 264 2870 024 G620 | 948 899 20 178940.13
85 7713863 123.76 5008 | 263 2058 0.2 018 | 862 1,007.58 | 200,560.98
50 88753 144 41 .78 | 282 0.43 G20 017 | 843 1,1%6.58 | 226.176.3%
%5 1019.33 156.88 6649 | 281 3130 0.19 015 | 758 1.284.93 | 265,700.18
100 1,166.02 17118 70220 | 260 .18 018 0.14 | 7.58 145306 | 289,158.78
105 +,336.61 187.0 7390 | 260 3.0 0.17 0t3 | 122 1,640.96 | 326,560.73
110 1522.08 205.26 7761 | 258 300 0.16 0.12 | 689 1.848.62 | 367,874.08
L] 1.725.47 226,05 8132 | 258 3478 015 011 | 658 207603 | 41313058
120 194675 248 88 e502 {258 3663 014 010 | 6.32 23320 | 462316.79

l

i
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Lampiran 7. Peshitungan Biaya Operasl Kendaraan per km pada Ruas Jalan Pekanbaru - Dumai Golongan lie

Kongumsi | Konsurmsi | Konsumsi Pumimlnun Depre- | Bunga | Asuransi Total Totat
Kece- Bahan Minyak Ban Suky | Tenagp | siusi Modal BOK BOK
petan Bakar Pelumas Cadang ; Kerja

Fe) ) (Rp} Py | ®p) | (R} | (Rp) o) (Fpkm) Fp)
5 1.508.48 192 67 080 | 032 086 | 0.0 12 | 1.8 194306 | 386,066.15
10 1,316.95 176.83 313 |63t 0z | 025 0.7% | 11585 162313 | 329,002.09
15 1,148 52 180.62 565 {030 0.7 | 0.1 040 | T7.10 140208 | 279,014.18
o 996.40 147.03 818 | 0.30 H3¥% | 018 034 | 57.82 122161 | 243100.90
25 866.30 135.08 1071 {029 182 | 018 025 | 4620 107006 | 21294168
30 75180 12475 134 |00 1249 | 014 020 | W55 N5 | 1T
B 861.88 116.04 157 | 0.28 1306 | 0.12 018 | 33.04 84037 | 16723269
L B34 108.97 108 [0 1362 | 0N 013 | 8.1 THTI | 151,105.43
4 538.44 103.52 208 027 1419 | 0.10 011 | 2570 15 | 13052808
0 0297 90.70 FoRC I 1 1476 | 0.09 008 | 013 68436 | 132, 207.67
95 489 01 87.61 %87 | 027 15.32 | 0.08 008 | 2103 640.18 | 128,180.04
60 484.57 96.95 240 | 0.2 1580 | 007 007 | 1927 63549 | 130,442.30
85 51963 8. N9 (094 1846 | 0.07 006 | 17.79 68321 | 13595838
70 564.20 100.7¢ 3345 | 0.28 1702 | 0.08 006 | 18.52 13228 | 14572328
7% 626.28 105.02 B8 | 028 17.50 | 0.08 005 | 1542 X266 | 150.728.46
8 71187 110.97 B |02 18.16 | 0.85 006 | 14.48 N | ITT TS
L] 81497 118.54 4H04 | 0B 1872 | 006 004 ;1381 1007.21 | 200.435.63
%0 937 57 127.74 4358 (0% 1929 | 005 004 | 1208 144435 | 227 1282
% 1079.69 138.57 46.00 1025 1985 | 0.04 003 | 1217 120671 | 258,044.41
100 124132 151.02 4862 | 025 2042 | 0.4 003 | 11.56 147326 | 28317071
105 1422 45 185.11 S5 [ 025 2089 | 0.4 003 | 1.1 167102 | 33255208
19 1,623.09 180.82 5367 026 125 1 0.4 003 | 1051 158996 | 376,102.27
15 1.843.26 193,15 5620 | 0.26 242 1003 002 | 10.06 213008 | 423.005.83
120 2,082 21742 5873 104 2269 | 0.03 002 | 964 230138 | 47588484




Lampiran 8 : PORE Kabupaten/iota di Provinsi Riau Tahun 2001 sid Tahun 20063
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Berdasarkan Harga Yang Berlaku
No Kabupaten / Kota PDRB (Rpx 10°)
Tahun 2001 Tahun 2002 Tahun 2003
1 Pekanbarn: 3,470.02 4,161.15 472334
2 Siak 8,811.43 9,289.05 10,059.69
3 Bengkalis 15,755.62 18,010.44 19,419.25
4 Dumai 3,021.27 3,270.41 3,662.80
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